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Menimbang

Mengingat

BUPATI SITUBONDO,

: bahwa dalam rangka percepatan pencapaian
pembangunan Kabupaten Situbondo tah:url 2O2O_2O21
melalui strategi penga-rusutamaan gender sebagai satu
kesatuan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebuakan, program dan
kegiatan pembangunan daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo Tahun
2020-2021;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungal Propinsi Jawa Timur (lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (lembararl Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan I€mbamn
Negara Republik Indonesia Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hal<
Asasi Manusia (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Iffibararr Negara
Republik Indonesia Nomor 3886,.
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3. Undang-Undang Nomor+25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan + Pembangunan Nasional
(Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahu! 2005-2025 (Leribaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tallun 2011 tentang
Pembentukar Peraturan Perundang-undangan
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahur 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peratura! Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata CaJa Penlusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturar Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, thmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Melteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 6 Tahun 2009 teqtang Penyelenggaraan Data
Gender dan Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksaraan
Pengarusutamaaq Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaall dan
Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah
Daerah;
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Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor S Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 1429);
Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Indikator Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Da.lam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor g

Tahun 2019 te$tang Pengarusutamaan Gender;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pergarusutamaan Gelder dalam pembangunan
Provinsl Jawa Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Ka.bupaten Situbondo Tahun 2OO5-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2O12 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tertang Rencana Pembangunan Jangka
Me[engah Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten SitubondoTahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun
2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2019 Nomor 3O);
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20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo
(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020
Nomor 1 1);

MEMUTUSKAN ;

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2O2O.2O2I.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatel1

Situbondo.'
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Kabupaten

Situbondo yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen
perencairaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya
disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikar gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan) pen]'usunan, pelai<sanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan di daerah.

8, Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan
peran, fungsi dan talggung jawab laki-laki dan
perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah
oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
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9. Analisis gender adalah proses analisis data gender
secara sistematis tentang kondisi laki-laki dal
perempuar khususnya yang berkaitan dengan tingkat
akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat
dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan
akar permasalahan terjadinya ketimpangan
kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara
laki-laki dan perempuan.
Responsif gender adaJah suatu proses perencanaan
hingga pelaksalaan pembangunan yang
mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan
laki-laki dan perempuan terutama terkait akses,
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat,
Perencanaan Responsif..Gender adalah perencanaan
untuk mencapai kesetaraan dan keaditan gender yalrg
dilalukan melalui penginteg.asian pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyeiesaian
permasalahan perempuan dan laki-laki.
Anggaran responsif gender yartg selanjutnya disebut
ARG adalah anggaran yang respon terhadap
kebutuhan peempuan dan laki-laki yang tujuannya
unfuk mewujudkan kesetaraan darr keadilan gender.

13. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis
kelamin dan umur.
Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan
program/kegiatan yang responsif gender.
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang
selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah
konsultasi bagi pelaksala dan penggerak PUG dari
berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan
pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-
masing.
Partisipasl Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan
peran serta masyarakat Kabupaten Situbondo secara
aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan
dan Keadilan Gender dalam pembangunan di
Kabupaten Situbondo melalui implementasi PUG.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Rencana Aksi Daerah pUG ,lalun
2O2O-2O21 adalah I

a, memberi afah dan pedoman bagi pelaku
pembangunan dalam upaya pelaksar-raan
pengarusutamaan gender;

b. memberi acuan dalam pelaksanaan Renstra perangkat
Daerah, terutama yang terkait dalam upaya
pelaksanaan peagarusutamaan gender pada perangkat
daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Rencana Aksi Daerah pUG Tahun 2O2O-
2021, adalah
a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender pada tah:un 2O2O-2O21 agar
pelaksalaan tugas dan fungsi Kelompok kerja
Pengarusutamaan Gender dapat berjalan lancar,
terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi
darl karakteristik daerah;

b. sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi
pembangunan dengan mengintegrasikan gender
menjadi satu kesatuan dimensi integral dari
perencanaanJ penj _rsunan, pelaksanaaa, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembaagunan di daerah.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah PUG Tatrun 2O2O-2021 metiputi
penguatan Kelembagaan Pengan_rsutamaan Gender,
Sosialiasi Pengarusutamaan Gender, lmplementasi
Gender daa Optimalisasi Pemantaua:r pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender.
Rencana Aksi Daerai PUc Tahun 2020-2021 disusun
berdasarkan Capaian tafget kinerja tahun sebelumnya
dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap
kesulitan dal keberhasilan pelaksanaan program
pengarusutamaan gender.

(1)

12)
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(3) Penetapari ' target kinerja rahun 2O2O-2O21
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadlkan
sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian
penga.nrsutamaan gender uhun 2e2O_2021.

pasal s

Rencana Aksi Dierah puc sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, memuat :

a. PUG dalam peraturan perund.ang-undalgan yang
berlaku di daerah;
PUG dalam eiklus pembangunan di daerah;
penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
penguatanrperan serta masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6

(l) Rencana Aksi Daerch pUG Tahun 2O2O-2O21
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan
siste matika sebagai berikut :

b.
c,

d.

BAB I, .r; ,

BAB II

BAB III
BAB IV

BAB V

SITUASI
PENGARUSUTAMAAN GE.NDER

PENDAHULUAN
ANALISA

ISU GENDER
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSTAMAAN GENDER
PENUTUP

(2) Rencand. Aksi Daerah pUG Tahun 2O2O-2O27
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut datam
Lampiran darl merupakan bagian yarg tidah
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ]V
PEMANiAUAN DAN EVAIUASI

Pasal 7

Tim Driver PUG melalrukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2O2O-2O21,

0
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BAB V
KETfEIIITJAN PENU'IIJP

pasal g

Peraturan Bupati ini mulei berlaku pada tanggal
diundanSksn.

Agar seti8p Omag mongetahuinya, demerintahkan
pengunda[gan Peraturan Bupati ini dengan
penemtratannya dalan Berita Daerah Kebupaten
Situboado.

Ditetspkan di Sltubondo
Padarinssar 06JAN2020

BUPA'II SNUBONDO,

Diundangkan di Situbondo
Padat4xssal 06 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KAEUPATBN SITIJBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2O2O NOMOR 3
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LAMPIRAN : Peraturan

Tanggal :

Nomor :

Bupati Situbondo

0 6 JAN 2020

A Tahun 2020.

BAB I
Pendahuluan

l.l.Latar Belakaag

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan bahwa pengarusutamaan

Gcnder (PUG) merupakan strategi dalam pembangunan nasional, dengan

dikeluarkannya Insuuksi Presiden (lnpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang
pelaksanaan PUG dalam pembanguna:r nasional. Selanjutnya di tahun 2O11,

diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) empat menteri yaitu Menteri
PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor :

27o IM.PPN/tr 12012; SE-33/MK.o2 /2ol2t 0s014379A/SJ; SE 46lMpp,
P A, I 1 ), I 20 12 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender

(PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (ppRG).

Dengan terbitnya Surat Edaran ini diharapkan strategi pUG dalam
pembar.rgunan lebih fokus ke dalam proses penlusunan dan kontcn dokumen
perencanaan daerah dan penganggaran daerah, yaitu RPJPD, RIUMD, I GD,
RENSTRA dan RENJA OPD dan RKA OPD.

Upaya peningkataE peranao perempuan dalam pembangunan telalt
tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, dan RPJMN 't'ahun 2009-2014, RPJMN Tahun 2015-2019

dan RPJMN "fahurl 2O2O-2O24. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup
bangsa lndonesia, tidak membuat perbedaan antara lakilaki dan perempuan,

yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan

kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarahat.

Narnun sampai saat ini masih banyak perempuan yang masih terabaikan
karena kurangnya informasi dan kurangnya menyadari hak-hak mereka

sebagai warga negara dalam pembangunan.
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Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan ruang yang cukup

besar bagi ten,'ujudnya kesetaraan dal keadilan gender baik dari sisi regulasi

maupun non regulasi berupa program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan regulasi yang ada, Pasal 27 ayat 11\ dari Undang Undang Dasar

tahun 1945 telah menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Sangat tegas dan jelas, bahwa semua warga Negara Indonesia (baik

laki-laki maupun perempuan) sama di mata hukum dan pemerintahan

Namun ketegasan dan jelasnya pasal di dalam UUD 1945 ternyata belum

mampu mgmberikan jaminan kepada seluruh warga Negara Indonesia

Walaupun Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun

perempuan namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjalgan antara

lal<i-laki dengan perempuan terutarna di dalam memperoleh akses,

berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan

pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaal pembangunannya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun

1995, yang menyepakati "Beijing Declaration and Platlorm for Action" dan

strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Namun hingga saat

ini masih dljumpai adanya kesenjaugan laki-laki dan perempuan dalam

memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses

perumusan kebijakan dan pengambilal keputusan maupun dalam

pelaksanaan pembangunan.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dal sebagai

tindak lanjut dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 20oo tentang

Pengan-rsutarnaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah

Kabupaten Situbondo merespon kebijakan nasional tersebut dengan

menlrusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutanaan Cender (RAD

PUG) agar menjadi panduan dan aral.ran dari para pemangku kepentingan di

Kabupaten Situbondo di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

daiam semua aspek pembangunan daerah.

RAD PUG diharapkal secara komprehensif mampu mengakomodasi

berbagai peran dan kontribusi parapihak di dalam mewujudkar terjadinya

kesetaraan dan keadilan gender di wilayah atau unit-unit kerja masing-

t,
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masing. RAD PUG sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah ini berisi

tentang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh parapihak, kemudian berisi

pula tentang siapa dan dengan cara bagaimana untuk menjalankan rencana-

rencana aksi daerah ini darr untuk kemudian RAD PUG ini dapat digunakan

juga untuk menilai sejauh mana efektihtas kegiatan dengan mencermatl

output serta outcome dari aktivitas yang dilaksanakan sehingga strategi PUG

benar benar dapat diimplementasikan dalam ralgka mewujudkan kesetaraan

dan keadilal gender.

1.2 Undaflg-urdatrg dan PeraturaD Terkait

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9 dan

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730\',

2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3886;

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahal Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peratural Perundarg-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
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Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambah€n l€mbar Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tairun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

s887);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksalaan Pengarusutarnaal Gender di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 201 1;

1l Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan

Pelaksanaan Perencanaar dan Pengalggaran Responsif Gender

untuk Pemerintah Daerah;

12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungal Anal< Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 9 Talun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempual

dan Perlindungan Anal< sebagaimara telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 7 Tahun 2018;
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14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan M€nteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019

tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelatsanaan Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2O12 Nomor 6, Tambahan kmbaran

Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerai Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Situbondo Talrur, 2016-2021 {Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

l,embaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerair Nomor 3);

15

16

t7

18

19 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 "fa}f:un 2016 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20\6-2021 (Berila

Daerair Kabupaten Situbondo Talun 2016 Nomor 73],

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo

Nomor 30 Taiun 2O19 (Berita Daerah Kabupaten Situbofldo

Tahun 2019 Nomor 30);

20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2O2O lenlaIrg

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam

Pembalgunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2020 Nomor 1 1);

U
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1.3. Maksud daa TuJuan

Maksud dari penlrusunan Rencana Aksi Daerah Penga.rusutarnaan

cender (RAD PUG) ini adalah untuk memberikan acuan/arahan kepada

setiap stakeholders dalam melaksareal<arr strategi PUG untuk mencapai

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengal lebih fokus, efisien, efektif,

sistematik, terukur dan berkelanjutal sehingga dapat mendorong

mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang responsif gender.

Adapun tqjuan dari penlrrsunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten

Situbondo adalah:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan torarah

untuk menjarnin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses,

partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari

pembangunan, serta berkontribusi pada ten'ujudnya keadilan dan

kesetaJaan gender;

2. Setragai panduan, arahan di dalam menjrusun kebijatan, program dan

kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan. monitoring

dal evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunannya;

3. Menguku. efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelatsanaannya

karena adanya indikator yang terukur;

4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instalsi dan para pemangku

kepenLingan daerah di Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan

strategi PUG;

1.4. Sasaran

Sasaran dari Rencana Aksi Daerah PUG ini adaiah semua stakeholder

pemerintah dan non pemerintah yang meliputi para perencana) pelaksana,

pemantau dan pengar,Mas pembangunan daeral di Kabupaten Situbondo.

1.5. Sistematika PenJruEulan

Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Situbondo disusun dengan

sistimatika sebagai berikut:

BAB l. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

1.3. Maksud dar Tuiuart

U
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1.4. Sasaran

1.5. Sistematika Penl,'usunan

1.6. Metodologi

BAB II. Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender

2.1. Aspek Pendidikan

2.2. Aspek Ke$ehatan

2.3. Aspek Politik dan Ekonomi

BAB lll. Isu Gender

3.1. Permasalahan Gender

3.2. Isu Gender

BAB IV. Rencana Aksi Daerah Pengaiusutamaan Gender

4.1. PUG dalam Peraturan Perundang-Undalgan yang Berlaku di

Daerah

4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan

4.3. Penguatan Kelembagaan PUG di Daerah

4.4. Penguatan Perar Serta Masyarakat

4.5. Matriks Rencana Aksi

BAB V. Penutup

1.6. Tata Kerja

Proses menjrusunan Rencana Aksi Daerah Penga-rusutamaan Gender ini

dilaksanakan dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Membentuk tim pen,.usun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan

Gender, berupa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG);

2. Pokja PUG kemudian membuat kuesioner untuk mendapatkar informasi

da.i OPD terkait, berupa data primer maupun sekunder;

3. Tim mengumpulkan data terpilah dan kemudian melakukan tabulasi

atas data pilah yang diperoleh;

4. Data pilai kemudial dianalisis dengan menggunakan analisis gender;

5. Mengkaji isu-isu strategis di Kabupaten Situbondo;

6. Membuat rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di

Kabupaten Situbondo;

7. FGD bersama para pemangku kepentingan terkait rancangan Rencana

Aksi Daerah Pengar"r.rsutamaan Gender (RAD PUG) yang telah tersusun;

8. Finalisasi RAD PUG Kabupaten Situbondo Taiun 2O2O-2O21.
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BAB II
Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender

IPM qtdu Indeks Pembangurtdfl Mq.,r,lsi.,. merupakan indikator penting

unruk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup

manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup

sehat (a long and healthA llk), pengetahuan (knouledge), dan standar hidup layak

ldecent standdrd of liuing).

IPM Situbondo mengalami peningkatan setiap tahun, dan naik cukup

signifikan sampai tahun 2O19 yaitu dengan capaian 67,O9, dan masih lebih baik

dari beberapa kabupaten sekitar. Namun capaian ini masih dibawah Jawa Timur
dan Nasional, tetapi rata-rata capaian per tahun masih lebih tinggi, yaitu
Situbondo 0,6.1, Jawa Timur 0,6375 dan Nasional 0,5925.

Grafik 2.1.
IPM Situbondo, Jawa Timur, Kabupaten Sekitar, dan Nasional

Tahun 2O15-2O19

70

68

66

64

{-Situbondo -t-Jatim -a-Nasional .: Daerah Sekitar

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Tabel 2.1.

Indeks Pembanguoan Manusia (IpM) menurut Jetis
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur

Kelamia
dan Nasional

Tahun 2O15-2O19



Situbondo 63.31 72.22 77.40

iNDONFSIA 15.4) 74.A5

17

69.25

73.58

Badan l\lsat Statistik (BPS) 2015-2019

Dari tabel di atas tampak bahwa IpM Kabupaten Situbondo menurut jenis
kelamin perempuan pada tahun 2019 sebesar 63,31, dan masih tebih baik
daripada Kabupaten Jember dan Probolinggo, namun masih dibawah dari
Kabupaten Banl.uwangi, Bondowoso, -Iawa Timur dan nasional. Namun apabila
dibandingkan antara IPI\4 perempuan dan IpM laki-laki di Situbondo, tampak
bahwa IPM peremiluan lebih rendah dari IpM laki-laki. Hal yang sama dialami
juga oieh kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional.

Tabel 2.2.
Korrponen Pembentuk IPM Kabupaten

Jawa Timur dan Nasional Tahun
Situbondo,
2019

Koroponen Pembentuk IPM Situbondo Jawa Timur Nasional

Angka Harapan Ilidup 68,97 tahun 71, i8 tahun 71,34 taiun
Harapan Lama Sekolah 13, 14 tahun 13, 16 tahun 12,95 rahun
Rata-tata Lama Sekolah 6, 12 tahun 7.59 tahun 8,34 tahun
Pengeluaran per Kapita 10,097 juta

rupiah
11.739 juta

rupiah
11.29 juta

rupiai
IPM 67 ,09 71.50 71,98

S"Lmber : Bddan PLtsat Statistik (BPS) 2019

Iftd.eks Penbqngund.n Gend.er dt@u IpG, digunak.rn untuk mengukur
pencapaian dimensi d:rn variabel yang s:1ma seperti IpM, tetapi mengungkapkan
ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender
merupakan kondisi tidak adiL akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga
perempuan maupun laki laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki
dan pcrempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki laki clan perempuan
berbeda. Keaclilan gender akan dapat terjadi jika Lercjpta suatu kondisi di mana
porsi dan siklus sosial perempuan dan l.lkj iaki setara, serasir seimbang dan
harmonis.

0
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Tabel 2.3.
Gender (IPG) Kabupate! Situbondo,
Timur dan Nasional Tahun 2Ol5-2O19KabuDaten Sekitar. Jawa

Capaian IPG Situbondo sejak tahun 2015 sampai dengan 2019

menunjukkan perubahan yang cukup fluktuatil Jika dibandingkan Jawa Timur

dan Nasional, IPG Situbondo pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan cukup

signifikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 0,42 poin. Namun capaian ini masih di

bawah Jawa Timur dan nasional, dengan nilai IPG Jawa Timur sebesar 90,91 dan

nasional 91,07.

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPC Kabupaten Situbondo

tahun 2019 masih lebih baik daripada Kabupaten Jember, Banlruwangi dan

Probolinggo. Namun jika dilihat di tahun 2018, IPG Situbondo turun sebesar

0,09 poin dari tahun 2017, dar' IPG tahun 2015 justru paling tinggi jika
dibandingkan capaiar, 2017 sampai dengan 2019. Begitu juga dengal Jawa

Timur, IPG tahun 2015 menunjukkan trend yang lebih tinggi jika dibandingkan

tahun sesudahnya.

Indeks Pemberd.agaan Gend,er @tqu IDG, merupakan indikator yang

menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam

kehidupan ekonomi dan politik.

Indeks Pemberdayaal
Ta,bel2.4.

Gender (IDG) Kabupaten Situbotrdo,
Timur dan Nasional Tahun 2OL5-2OL9KabuDater Sekitar. Jawa

0

Sumber : Badan Pus@t ftatistik (BPS) 2015-2A19
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Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa perkembangan IDG Kabupaten
Situbondo tiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, dari
talrun 2018 ke tahun 2Ol9 naik 1,54 poin atau naik sebesar 2,2T persen. Dan
apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian tahun 2019,
Kabupaten Situbondo masih lebih tinggi daripada Kabupaten Jember, Bondowoso
dan Probolinggo, namun masih dibawah Kabupaten Banyrrwangi , Jawa Timur
dar Nasional.

2.1. Aspek Pendidikan

2,1.1. Harapa! Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun)
yang diharapkan akan dirasataa oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang, dengan asumsi baiwa peluang anak akan tetap bersekolah pada
umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per
jumlah peduduk untuk umur yang sana saat ini,

craltk 2,2.
Argka Harapa! Lama Sekolah Kabupaten Sltubondo

Tahun 2()15-2O19

u

Sumber : Bad.aft Pusat S:tatistik (BPS) 20t5-2019

t3,14

Sumber : Bad.an Pusat Statistik (BpS) 2019
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Dari grafik tersebut di atas tampak bahu.a pada angka harapan lama
sekolah Kabupaten Situbondo mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 naik cukup
signifikan, mulai 12,98 sampai 13,14, atau naik sebesar 0,16 poin dari tahun
2015, atau naik sebesar 0,13 poin dari tahun 201g. Namun capaian kinerja ini
masih rendah dari Jarva Timur dengan angka harapan lama sekolah 13,16.

AEgka Harapan
Kabupaten Situbondo,

Tabel 2.5.
Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2015-2019

Banyuwangi

Sum.ber: Badan Pusat Statistik (BpS) 20152A19

Apabila dilihat dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa angka Harapan Lama
Sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2015
sampai dengan 2019, perempuan berada di bawah laki_laki. Hal yang sama
terjadi juga di Jawa Timur, Kabupaten Jember, Bondowoso, dan probolinggo.

Namun berbanding terbalik dengan Kabupaten Banyuwangi dan nasional,
dimana justru angka Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi daripada
lakilaki.

2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean years School (MyS) didelinisikan
sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani
pendidikan lormal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan
masyarakat dalam suatu wilayah. penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama
sekolah selama 6 tahun, tamat SMp diperhitungkan lama sekolah selama 9
tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau ridak.

B

JAWA TIMI]R 13.15 13.07 12.1A' 12.60 13.2) 73.20 12.72

12.36 ) 12.12 72.65 12.64
Bondowoso

13.45 t3.44Situbondo

71.74
INDONESIA 12.99 I 12.93 12.81 12.94
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Grafik 2.0.
Rata-Rata LaEa Sekolah Nabupaten Situbondo

Tahun 2O1S-2O19

Sumber :Badaft Pusat Statistik lBpS) 20jg

Sebagaimana grafik tersebut tampak bahwa rata_rata
tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup
hingga 6,12. Namun capaian ini masih rendah ciari provinsi

nilai rata-rata lama sekolah sebesar 7,59.

lama sekolah mulai

slgn tkan, dan 5,b /
Jawa Timur, dengan

Tabet 2.6.
Rata-Rata Lama Sekolah meEurut Jenis Kelamin

Kabupaten Situbondo, Kabupate!l Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2O19

*tmber : Badan Pusal Statisdk rB.PS/ 2015-2A19

Rata-rata Lama Sekolah menurut jenis keiamin di Situbondo, perempuan
di bawah laki-laki dengan perbedaan yang cukup signihkan, seperti di tahun
2018 dan 2019 sebesar 1,49 poin, dan tahun 2017 sebesar 1,3g poin.
Kecenderungan hal yang sama terjadi juga di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan
nasional.

u
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2.1,3. Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada
kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligr:s menulis kalimat
sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa,
kanji dan lainJain) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut.
Angka melek huruf menjadi indikator dari kemampuan membaca dan menulis
(literasi). Kemampuan membaca dan menulis merupakan ha1 ya.ng paling
mendasar dari suatu pendidikan.

Angka melek huruf usia 15 s/d 59 tahun (tidak buta atsara) pada tahun
2019 sebesar 93,94yo , dan pada tahun 2Ot8 sebesar 95,16%. Apabila dilihat
menurut jenis kelamin, sejak tahun 2O1S sampai dengan tahun 2019, tingkat
melek huruf perempuan lebih tinggi daripada laki-1aki sebesar 51,12 persen. HaI
tersebut tergalrrbar dari tabel berikut ini.

Ct fik 2.4.

Capaian Penuntasan Buh Aksara 20.15.20i9

2,1.4. Argka Parttsipasi Murni (AFM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah

berkaitan dengan jenjang pendidikannya

sama.

persentase siswa dengan

dari jumlah penduduk di

25;635

usla

usia

yarrg

yang

v

Sumber : Ditla.s Pendidikqn dqn KebudaAacrn Kq,bupaten Situbond.o 2O1g



APM
cralik 2.5,

SD/MI & APM SMP/MTS Kabupaten Sltubondo Tahuu 2O16-2O19

APM SD/MI
Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019

APM SMP/MTS
Kabupaten Situbondo

Tahun 20r.6-2019

95

90

85

80

82,00

80,00

7&OO

75,OO

14,@

Sumber : Dfta,s Pendidikaft daft KebudaVaan Kabupatefl Sihlbondo 2o19

2.1.4.1. APM SD / Mr

Angka Partisipasi Murni SD/MI atau APM SD/MI Kabupaten Situbondo pada

tahun 2019 sebesar 91,4870, dengan jumlah siswa SDN Negeri/Swasta, MI

Negeri/ Swasra dan Paket A usia 7 -12 t3,l:I:J.n sebanyak 61.1 17, sedangkan jumlah

penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 66.809.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, Angka Partisipasi Murni Perempual SD/MI

tahun 2019 atau APM Perempuan SD/MI sebesar 1O4,29o/o, dengar jumlah siswa

perempuan SD Negeri/ Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 7 12 tahun sebanyak

33.823, sementara jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak

32.432.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni Laki-Laki SD/MI tahun 2O19 atau APM Laki-

laki SD/MI sebesar 79,3970, denganjumlah siswa lal<i-laki SD Negeri/Swasta dan

MI Negeri/Swasta usia 7-12 tahun sebanyak 27.293, d,ai }umlah penduduk laki-

Iaki usia 7-12 tahun sebanyak 34.377.

Dari APM Perempuan dan APM Laki-laki SD/MI tahun 2019 tersebut diatas,

didapatkan perbandingan bairwa partisipasi keterlibatan siswa perempuan dalam

pendidikan tingkat SD/MI lebih tinggi daripada keterlibatan siswa laki-laki.

sedangkan APM SD/MI Tahun 2018 sebesar 91,3270, dengan jumlah SDN

Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 51.191,

dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 56.059.

2.L,4.2. AP]|I SMP / MTS

Angka Partisipasi Murni SMP/MTS atau APM SMP/MTS Kabupaten

Situbondo pada tahun 2019 sebesar 80,73%, dengal jumlah siswa SMP

Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B usia 13-15 tahun sebalyak

24.855, sedalgkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebaryak 30.785.

0
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Angka Partisipasi Murni perempuan SMp/MTS tahun 2O19 atau ApM
Perempuan SMP/MTS sebesar 81,79yo, dengan jumlah siswa perempuan SMp
Negeri/Swasta dan MTS Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.253,
sernentara jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 14,9g1.

Sedangkan Ar.rgka Partisipasi Murni Laki-Laki SMP/MTS tahun 2019 atau
APM Laki-laki SMPiMTS sebesar 79,73%, dengan jumlah siswa laki-laki SD
Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.602, dari
jumlah penduduk laki-laki usia 13-15 tahun sebanyak 15.gO5.

Seperti halnya APM SD/MI,dari ApM perempuan dan ApM Laki_laki
SMP/MTS tahun 2019 tersebut diatas, didapatkan perbandingan bahwa
partisipasi keterlibatan siswa perempuan dalam pendidikan tingkat SD/MI lebih
tinggi daripada keterlibatan siswa laki-laki.

APM SMP/MTS tahun 2018 sebesar 80,14yo, dengan jumlah siswa SMp
Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan paket B usia 13 15 tahun sebanyak
24.125, dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 3O.014.

2.1.5. Augka Partisipasi Nasar lApK)

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu
jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengal jenjaag
pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran
tentang banyaknya anak yang menerima pendidikal pada jenjang tertentu.

GraIiL 2.6.
APK SD/MI & A"PK SMP/MTS Kabupate! SituboDdo

Tahun 2016-2019
APK SD/MI
Kabupaten Situbondo
Tahun 2O16-2019

AP( SMP/MTS
Kabupaten Situbondo

Tahun 2016-2019
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Su/nber : Dinas Pendi.tjikan dan KebudaAaan Kabupaten Situbond.o 2019



2.1.5.1. APK SD / MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI atau ApK SD/MI Kabupaten Situbondo pada
tahun 2019 sebesar 103,02%, dengan jumlah siswa SD Negeri/Swasta, MI
Negeri/Swasta dan Paket A sebanyak 68.825, sementara jumlah penduduk usia
7-12 tahun sebanyat 66.8O9.

Sedangkan APK SD/MI tahun 2OtB sebesar 102,637o dengan siswa SD/MI
sebanyak 57.536, dari jumlah penduduk usia Z 12 tah:urL sebanyak 56.059.

2,1.5.2. APK SMP / MTS

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS atau ApK SMP/MTS Kabupaten Situbondo
pada talun 2019 sebesar 105,98%, dengan jumlah siswa SMp Negeri/Swasta,
MTS Negeri/Swasta dan Paket B sebanyak 32.626 , sementara jumlah penduduk
usia 3- 15 tahun sebanyak 30.785.

Untuk tahun 2018, APK SMP/MTS masih sebesar 105,34% dengan jumlah siswa
SMP/MTS sebanyak 31.712 dali jumlah penduduk usia 12,15 tahun sejumlah
30.104.

2.1.6. Angla Putus Sekolah (ApS)

Angka putus sekolair menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang
pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak
yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

GraIik 2.7.
APS SD/Mr & APS SMP/MTS ten Situboudo Tahu! 2016-2019

APS SMP/MTS
Kabupaten Situbondo

Tahun 2016-2019
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APS 9D/Mr
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Diruas Pendidikan darl Kebudaqadn Kabupaten Situbindo 2019
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2.1.6.1. APS SD / Mr

Angka Putus Sekolai SD/MI atau ApS SD/MI Kabupaten Situbondo pada talun
2019 sebesar 0,O1yo, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SD
Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan paket A sebanyak 4 siswa putus sekolah,
dari jumlah siswa sD/MI sebanyak 6g.825. sedangkan untuk tahun 2018, Aps
SD/MI sebesar 0,06%. Semakin kecil angka ApS, mal<a semalcin kecil presentase
angka putus sekolah.

2.1.6.2, APS SMP / MTS

Angka Putus Sekolah SMP/MTS atau ApS SMP/MTS Kabupaten Situbondo tahun
2019 sebesar O.97%o, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SMp/MTS
Negeri/Swasta, MI Negeri/swasta dan paket B sebanyak 316 siswa putus
sekolah, dari jumlah siswa SMP/MTS sebanyal< 32.626. tJntuk tahun 201g. ApS
SMP/MTS sebesar O,65yo.

2.1.7. Pernikahan Usia Dinl

Salal satu penyebab Angka Futus Sekolah cukup tinggi di Kabupaten
Situbondo dikarenal<an angka pernikahan usia dini yang masih cukup tinggi.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkaw.inan, pada pasal
7 disebutl<an bahwa ,,perkawinal hanya diizinkan jika pihat pria sudah
mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihat wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun."

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah dengan Undang_
Undalg Nomor 16 Talun 2019 tentang perubahan Atas Undang_Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang_Undang Nomor 16 Tahun
2019 ini, ketentuan Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubaI
menjadi "Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai
utrtur 19 (sembilan belas) tahun.,

Tabet 2.7.
.Iuelah Penduduk Pernlkahar Usla Dfurl fieturut .renis KelaDh

Kabupaten Sltubondo Tahqtr 2016-2019
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7 ASEMBAGUS I l 2 I 1 2 0 3 0 0 0

8 BAI{YUPUTIH 2 1 3 3 7 to 5 20 25 1 3

9 PANARUKAN 3 l I I 2 5 8 79 0

10 KENDIT 2 2 3 0 3 2 1 2 3

11 MLANDINGAN 1 0 I 0 1 0 o 0 2 2

t2 SUBOH t 0 3 0 3 0 5a 58 2 2

l3 BESUKI 2 6 0 0 0 3 2 5

14 .IATIBANTENG I 2 2 0 2 0 0 0 10 I 11

15 SUMBERMALANG 0 o 0 l 0 I o o o 2 0 2

t6 BUNGATAN 0 0 0 0 o 0 o 1 l o I
77 BAI{\'I ]GLUGUR 1 2 I 0 l 0 3 3 I o l

JUMLAII 23 L2 35 l5 37 23 95 114 113 20 133
Sumber: Kantot Kemenlenan Agano Nabupaten Sttubondo 2016-2O19

Dari data tersebut di atas tampak bahwa prosentase pernikahan usia dini
perempuarl tahun 2019 sebanyak 20 orang atau lS persen dari jumlah
pernikahan usia dini, tahun 2019 sebalyak 95 oralg atau 80,5 persen, tahun
2017 sebanyak 15 orang atau 40,54 persen, dan tahun 2016 sebanya-k 12 orang
atau 34,29 orang.

Apabila dibandingkal dengan total jumlal pernikahan, prosentase
pemikahan usia dini tahun 2019 sebesar 2,31 persen dari 5757 total jumlah
pernikahan, dan tahun 2018 sebesar. 2,07 persen dari 5695 total jumlah
pernikahal.

2.1.8. Rasio Ketersediaaa Guru datl Murid

Tabel 2.8.
Ra6lo Ketersediaan Guru dar Murid Kabu Sltuboado Tahuttr 2O18-2O 19

Sumber : Bada Pusat S'tdtistik (BPS) 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, talnpak bahwa jumlah
Negeri/Swasta dan RA sebanyak 1367 guru, sedangkar jumlah
Negeri/Swasta dan RA sebaayak 16748 murid, sehingga rata-rata
menangali 12- 13 murid.

guru TK

murid TK

tiap guru

0
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Untuk angka beban guru SD dan MI, dari jumlah guru SD Negeri/Swasta dan
MI sebanyak 6243 guru, dan jumlah murid SD Negeri/Swasta dan MI sebanyak
56853 murid, didapatkan rata-rata tiap guru menangani 9-1O murid.
Sementara untuk jumlal guru SMP/MTS darr MI sebanyak 2Z60 goru,
sedangkan jumlah murid SMP Negeri/Swasta dan MI sebanyak 56853 murid,
didapatkal rata-rata tiap guru menangani 11-12 murid.

2.1.9, Jumlah Petlduduk Berdasartan Tirgkat perdidikan Tertirggi

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditanatkan oleh seseorang, ditandai
dengan adanya sertiflkat I ljazah. Tingkat pendidikan SD, meliputi Sekotah

Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. Tingkat pendidikan SMp, meliputi
jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMp Kejuruan dan
sederajat. Tingkat Pendidikan SM, meliputi jenjang pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan {SMK), Madrasah Aliyah dan
sederajat. Tingkat pendidikan Pl, meliputi jenjareg pendidikan Diploma I, II, III,
dar IV dan sederajat.

Jumtah pendudut rcra.""ruo llljl2t?lourur*o Eetrurut Jenis Ketamin
n SituboEdo T?hu,d 2016-2017

0

Tidak/Belum Sekolah 105,692 724,343

Belum tamat
SD/sederajat

47,333

Tamat 5D/Sederajat 114,561 32 25yo 1OO,720

SLTP/Sederajat 77,'ro/a

SLTA/Sederajat 50,370 50,651 35,194 12,52%

Diploma l/ll

Diploma lll 1,711

51/Diploma lV 17,782

67A,29A 348,874

Sumber : Dinas Kepeftdudukan dqn Perlcatatqn Sipil Kabupaten Situbotldo 2O1g
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Tebel 2.9.b.
JuElah Penduduk berdasarkan Tlnglat Pendidiksr oetrurut Jenls Kelamin

Kabupaten Situbondo Tahun 2Ola-2OL9

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk

perempuan Katlupaten Situbondo lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-

laki. Jika dilihat dari trend tingkat pendidikan yang diselesaikan pada tailun
2016 sampai dengan 2019, jumlah perempuan lebih tinggi di tingkat SD, Diploma

I/lI, dan Diploma III. Sedangkan jumlah perempual lebih rendah di tingkat
pendidikan SLTP, SLTA, 51/Diploma IV, 52 dan 53.

2.2. Aspek Kesehatan

2.2.1. Argka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebaga.i rata-rata
perkiraal banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH

mencerminkan der4jat kesehatan suatu masyarakat.

U

Tidak/Belum Sekolah 108,686 130,103 234,789 34,6A% 111,056 73L,752 242,808 35,LL%

Belum tamat
5D/sederajat

26,583 25,480 52,063 7,56% 27,232 2s,793 53,025 7,67%

Tamat SD/Sederajat 97,865 707,733 205,598 29,A6vo 97,222 106,951 2U,L73 29,52Yo

sLTP/sederajat 39,477 37,629 77,500 11,26% 39,4t5 36,964 76,379 L7,O4%

stTA/sederajat 51,374 36,433 88 72,7s% s1,233 36,381 47,614 7t,67/o

Diploma l/ll 913 1,000 o,2a% 889 988 1,817 0,27yo

Diploma lll t,322 1,861 3,183 o,46yo 1,334 1,882 3,216.O o,46%

S1/Diploma lV 11,133 9,482 20,615 2,99% tt,472 9,982 2r,454 3,!0%

s2 675 274 949 0,14% 7t2 294 1.010 O,LSYO

s3 37 35 12 0,0r% 34 32 66 0,07%

lumlah 338,459 350,030 688,489 340,599 357,023 69!,622

Sumber : Dnas Kepeftdudukan d.an Peftcatdtafi Sipil Kabupaten Situbond.o 2019
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crallk 2.9.
Argka Harapan llidup Kabupatea Situbondo TahuE 2015-2019

Sumber : Badaft Pusat Statistik (BPS) 2019

Dari grafrk tersebut di atas tarnpak bahwa Angka Harapan Hidup

Kabupaten Situbondo naik secara konsisten setiap tahunnya. AHH tahun 2019

naik sebesar O,35 persen, atau naik sebesar O,24 poin dari tahun 2018.

Sedangkan AHH tahun 2018 naik sebesar O29 persen, atau naik sebesar 0,2 poin

dari tahun 20 17.

Tabel 2.1().
Angka Harapar Hidup (AfiIIl Eerurut Jenls Kelallir

Kabupaten SituboDdo, Kabupater Sekltar, Jawa Timur datt Naslolral

Apabila dilihat dari tabel diatas, AHH dilihat menurut jenis kelamin tarnpak

bahwa prosentase AHH perempuan Kabupaten Situbondo dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019, lebih tinggi daripada prosentase AHH laki-laki
Kabupaten Situbondo. Hal ini menandatan bahwa perempuan memiliki lebih

banyak tahun untuk hidup semenjak lalir, dibandingkan lakilaki. Hal yalg
sama terjadi juga di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasiona-I.

2.2.2. A\€k, Kemattan Ibu (AXI)

AKI merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerair dan juga

digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian

0

6a,97

Tahun 2()15-2O19

Sumber : Badan Pusctt St.Ltistik (BPS) 2015-2019
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seorang ibu yang disebabkan oleh kehamilan, melahirkan atau nifas, bukan
karena kecelal<aan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 1OO.O0O kelairiran
hidup (kh).

Berdasarkal Laporan Kematian Ibu dari puskesmas se-Kabupaten
Situbondo tahun 2019 jumlah kematian ibu adalah 18 kasus dengan masa
kematian pada masa hamil 38,9% (7 kasus), masa persalinan sebesar 11,1% (2

kasus) dan masa nifas 50% (9 kasus). Sedangkan komposisi kematian ibu
terba-nyak berdasarkan kelompok usia adalah pada usia produktif secara
seksual (20-34 tahun), yakni sebesar 77,87o (14 kasus).

Gambar 2,1.
Sebaran KeEatian Ibu Di Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa sebanyak 12 kecamatan
memiliki kasus kematial ibu dengan kasus terbanyak. paling tinggi adalah
Kecamatan Besuki sebanyak 4 kasus. Apabila dibaldingkan tahun 201g, AKI
tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 56,3 poin, dengan penambahan
kasus kematian dari 13 kematian pada tahun 2018 menjadi 18 kematian di
tahun 2019.

0



GraIiL 2.1().

Tr€n AKI per 1OOO penduduk dt Kab Sttubondo
Tahun 2o15-2(,19

250

50

Sumber : Dind.s Keseh@tan Rabup..ten Situbond.o Tahun 2O1g

Argka KenratiaE Ibu ten Situbondo Tahun 2()15-2O19

Adapun penyebab kematian langsung ibu maternal di Kabupaten Situbondo
tahun 2O19, dapat terlihat dari grafik berikut ini :

Graflk 2.11.
Penyebab Ketratian Ibu Maternal di Kabupateu Sltubondo Tahua 2Ol9

Sumber : DirLa.s Kesehatarl Kabupaten Situbovlo tdhun 2O1g

Dalam Penurunan Angka Kematia,n Ibu sangat ditentukan oleh kualitas
pelayanan Ibu Hamil (Bumil K4), Penanganan komplikasi kebidanan, pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yarlg berkompeten, dan Kualitas pelq,anan Ibu
Nifas.

2.2.3. Cakupa! Pelayanan Ibu Hamil Kl dau K4

Kl atau juga disebut a.kses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran

besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasititas
pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanal antenatal. Sedangkal K4

adalah gambaran besaran ibu hamil yarg telah mendapatkan pelayanan ibu
hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengarr

distribusi sekali pada tdmester pertama, sekali pada trimester dua dalr dua kali

0



pada trimester ke tiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas
pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan merupakan salah satu jenis pelayanan

dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan

Permenkes No 4 Tahun 2019 yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Capaian cakupan K1 Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 adalah

106,3% dan kembali mengalami peningkatan (3,8 poin) dibardingkan tahun 2018
yang hanya mencapai 102,5%. Sedangkan capaian K4 tahun 2Ol9 adalah 84,4o/o

dan sedikit mengalami peningkatan (0,03 poin) dibandingkan tahun 2018 yang

mencapai 84,1%. Trend Cakupar Kunjungan lbu Hamil K1, K4 dan Drop Out K4

Kabupaten Situbondo Tahun 2015 - 2019 disajikan pada gralik berikut.

Grarik 2.12,
Trend Cakupan Kunjungalr Ibu Hamil Kl, K4 dan Drop Out K4

Kabupater Situborldo Tahun 2OlS - 2019
'l'15

105

95

85

75

652015 2016 2017

* Kl * K4 ll ooK4

Sumber: Dinas Kesehatan KabupaterL Situbondo talluft 2019

Grafik di atas juga menggambarkan bahwa Angka Drop Out K4 selama

lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan sudah di atas angka toleransi
yang diperbolehkan, yakni sebesar 57o. Drop Out K4 tahun 2019 sebesar 21,90olo

dan merupakan drop out tertinggi selama Iima tahun terakhir. Hal ini perlu

mendapat perhatian khusus karena sebenarnya sudah banyak ibu hamil yang

akses dengan fasilitas kesehatan namun masih belum mendapatkan pelayanan

sesuai standar dikarenakan sebagian ibu hamil akses pertama kali dengan

petugas kesehatan pada kehamilan > 12 mgg serta banyaknya kasus BBLR

(31,60/0).

Hal ini berarti bahwa masih perlu adarya peningkatan kinerja untuk
meningkatkan capaian target yang telah ditetapkal dengan strategi sbb:

a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan

kehamilal sedini mungkin;
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Meningkatkan pemberdayaan Satgas Gerdu penakib Desa dan Kecamatan
dalam cakupal K1 mumi melalui koordinasi dengan kader dan
masyarakat;

Peningkatan kinerja bidan penanggung jawab wilayah da-lam melakukan
tindat lanjut pada Ibu Hamil yg sudah akses Trimester 1;

Meningkatkan kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan
ANC sesuai standart;

Pemenuhan standart pelayanan ibu harnil 10 T di puskesmas dengan
pengadaan reagen darah lengkap, stick pemeriksaan Hb, Hematokrit dan
Glukosa serta protein sesuai dengal jumlah sasaran ibu hamil agar ibu
hamil mendapatkan pemeriksaan laboratorium secara gratis;

i Menurunkal angka kejadian abortus dan persalinan prematur melalui
perbaikan status gizi ibu hamit dengan memberikan pMT pada ibu
hamil, terutama pada ibu hamil yartg kenaikan berat badannya kurang,
ibu hamil dengan KEK dan ii:u hamil anemia.

2.2.4. Pelaya'dlan Komplikasi Kebidanan

Pengertian penanganan komplikasi kebidanan adalah ibu dengan komplikasi
kebidanan yang ditangani secara delinitif (sampai selesai) di fasilitas pelayanan
kesehatan dasar dan fl-tjukan. Komplikasi yang mengancam jiwa ibu antara
lain : abortus, hiperemesis gravidarium, perdarahal per vagina, hipertensi dalam
kehamilan, kehamilan lewat waktu, ketuban pecah dini, kelainan
letak/presentasi janin, partus macet/distosia, infeksi berat, sepsis, kontraksi
dini/persaJinan prematur, kehamilan ganda dan kasus non obsteri. Jumlal1
komplikasi kebidanan diperkirakan sebesar 2Oolo dari jumlah ibu hamil yang ada.
Pelayanan komplikasi kebidanan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2Ol9
sebesar 11870 dan mengalami peningkatan (1,6 poin) dibandingkan tahun 2018
yang mencapai 1 16,4%. Grafrk berikut trend komplikasi kebidanan ditangani.

0

d.
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2.2.7. Balita cizi Brut1uk

Pada tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tercatat
sebanyak 156 kasus. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

cralik 2.17.
Perkembangan Kasus Glzi Buruk Kabupaten Situbondo

Tahur 2()15-2O19

-9e
125

2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbond.o T(lhun 2O1g

GraJik tersebut menunjukkan bahwa kasus gizi buruk di Kabupaten
Situbondo mengalami peningkatan ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada
tahun 2018 (O,29%oJ menjadl 156 kasus (0,35%) pada talun 2019. Dari kasus gizi
buruk yang ditemukan hampir semua adalah dengan penyakit penyerta.
Kenaikan jumlah kasus tersebut disebabkan semakin gencarnya petugas gizi
untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk di lapangan. Dengan
ditemukannya secara dini kasus-kasus gizi buruk akan memudahkan petugas
untuk melakukan intervensi secara langsung, sehingga diharapkan dalam waktu
satu atau dua tahun ke depan jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo
sudah mulai menurun lagi.

Penyebab utama teiadinya gizi buruk pada Balita di Kabupaten
Situbondo tahun 2019 adalah pengetahun ibu/keluarga yang masih rendah,
yakni sebanyak 82 kasus (50,00%), penyebab terbesar kedua adalah sakit
sebanyak 31 kasus lI8,9O%\, kemudian yang ketiga penyebab kemiskinan
sebanyak 23 kasus 114,02%), penyebab keempat BBLR sebanyak 17 kasus
(10,360lo) dan yang terakhir penyebab lain-lain sebanyak 11 kasus (6,70%).

Sebelumnya di tahun 2018 pengetahuan ibu/keluarga juga menjadi penyebab

utama kejadian gizi buruk, yakni 38,73% atau sebanyak 55 kasus. penyebab

kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2019 dan 2019 dapat
dilihat pada gambar berikut.
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Gralik 2.13.
Cakupatr Komplikasi Kebidanan Ditangad Di Kabupater Sltubondo

Tahun 2O15 s/d 2019

2015

145
140
'135

S 1so

= 125
fi tzo
.E tt5
5 tro
I io5
! 100*gs

s0
85
80

2017
Tahun

Sumber: Dinas KeseLuztdn KabupatelL Situboftdo tahun 2019

2.2,5. A,lgh, Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai

satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) ata.u Infant

MortalitA Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia

satu tahun per

1.0O0 kelahiran hidup (KH), AKB dapat menggambarkan kondisi sosial

ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling

rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.

Indikator AKB terkait lalgsung dengan target kelangsungan hidup anak dan

merefleksikan kondisi sosial- ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan

kesehatannya.

Total kematian bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebanyak 136

kasus dari 9091 kelahiran hidup, sehingga angka kematian bayi tahun 2019

adalah 14,9 per 1.OOO kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi terbanyak ada di

hrskesmas Asembagus dan Arjasa, yakni masing-masing sebanyak 15 bayi dal
kematian bayi terendah di Puskesmas Wonorejo yang hanya memiliki 1 (satu)

kematian bayi. AKB Kabupaten Situbondo tal]un 2019 mengalami peningkatan

1,7 point dibandingkan tahun 2018, yatni dari 13,2 / 1000 KH pada tahun 2018

(121 kematian bayi) menjadi 74,9 pada tahun 2019 (136 kematian bayi).

0
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craltk 2.14.
Atrgka KeEatia! Bayi (AXB) I(abupaten Situboado

Tabun 2O15-2O19

Tren AKB per 1000 penduduk di Kab Situbondo
Tahun 2015-2019

18

16

14

72

10

8

5

4

2

o

2015 2o1,6

Sumber : Diaas KeseL@tdn Kabupatell Situbondo Tafun 2019

BBLR masih meqjadi penyebab kematian tertinggi pada bayi di Kabupaten

Situbondo tahun 2019, yakni sebanyak 62 kasus kematian atau 45,670. Asfiksia

menduduki peringkat kedua penyebab kematian bayi tahun 2019 yakni

sebanyak 25 kasus atau sebesar 18,4%. Penyebab kematian bayi di Kabupaten

Situbondo tahun 2019 terlihat pada Grafik berikut :

Graflk 2.15.
Penyebab Ketratlar Bayi di Kabupaten Situbolrdo

Tahur 2019

o.7
Diare

11.4%

!4A%

Sumber : Dinas Kesehatan KaLn-Lpateft Situbondo Taflun 2019

Dukungan dan partisipasi bidan dalam melakukan penapisan dan deteksi

resiko tinggi sangat diperlukan sehingga ibu hamil dengal resiko

tinggi/komplikasi yang berpotensi melahirkan bayi dengan komplikasi mendapat
penanganan kesehatan di fasilitas yang memadai sehingga kematian bayi dapat
diminimalkan. Selain itu, adanya program pelatihan-pelatihal yang menunjang

u
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upaya penurunan kematian bayi seperti
standarisasi BBLR, pelatihan Kelas ibu
juga turut mendukung penekanan AKB.

pelatihan manajemen Asfiksia, pelatihal
balita dan peningkatan SDM ibu hamil

2.2.6. Bayi delgato Berat Bada! Lahir Rerdah (BBLR|

BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2SOO gram,
yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah rahir.
Jumlah BBLR di Kabupaten Situbondo pada tahun 2O19 sebaryak 622 bayi dari
9.091 bayi lahir hidup yang dilahirkan (7,4o/o). perkembangan Kasus BBLR di
Kabupaten Situbondo selama lima terakhir dapat dilihat pada graik berikut.

crafik 2.16.
Per&embalgatl Kasus BBLR Di Kabupater Situbotldo

tu'lt zolti 20.17 2018 20,t9
Tahun

A'} % BBLR I BBLR

Sumber : Dinas Kesehatan Kqbupaten Situbondo Tahun 2O1g

Selama empat taiun terakhir kasus BBLR di Kabupaten Situbondo
cenderung mengalami penurunan walaupun tidak terlatu signifikan, yakni dari
7,8yo 1699 kasus) tahun 2016 menjadi 2,72o/o tab:un 2OtZ 1695 kasus), tahun
2018 kembali menurun rnenjadi Z,7Oo/o (706 kasus) dan tahun 2019 menjadi
7 ,4%o 1672 kasus).

Penanganan kasus BBLR perlu mendapat perhatian lebih mengingat dapat
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ba7.., gizr buruk dan bahkan berujung
pada kematian bayi. Pada tahun 2019 BBLR masih menjadi penyebab kematian
tertinggi pada bayi di Kabupaten Situbondo, yakni sebanyak 62 kasus kematian
atau 45,60/o. Besarnya kematian karena BBLR banyak disebabkan karena
ANC yang kurang berkualitas serta kompetensi petugas dalam manajemen
BBLR yalg masih kurang.
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2.2,7. Ballta cizi Buruk

Pada tahun 2O19 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tercatat
sebanyak 156 kasus. perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Talun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

cra,fik 2.17.
Perkernbanga! Kasus Gizi Buruk Kabupaten SituboEdo

Tahun 2()tS_2O19

250

125

:

E

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupctten Situbondo Tahun 2O1g

Gralik tersebut menunjukkan bahwa kasus gizi buruk di Kabupaten
Situbondo mengalami peningkatan ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada
tahun 2018 (O,2gyol rr,enJadi 156 kasus (0,3S%) pada tahun 2O19. Darl kasus gizi
buruk yarlg ditemukan hampir semua adalah dengan penyakit penyerta.
Kenaikan jumlah kasus tersebut disebabkan semakin gencarnya petugas gizi
untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk di lapangan. Dengar
ditemukannya secara dini kasus-kasus gizi buruk akan memudaikan petugas
untuk melakukan intervensi secara langsung, sehingga diharapkan dalam waktu
satu atau dua tahun ke depan jumtah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo
sudah mulai menurun lagi.

Penyebab utama terjadinya gizi buruk pada Balita di Kabupaten
Situbondo tahun 2019 adalah pengetahun ibu/keluarga yang masih rendah,
yakni sebanyak 82 kasus (5O,OO%), penyebab terbesar kedua adalah sakit
sebanyak 31 kasus (18,90%), kemudian yang ketiga penyebab kemiskinan
sebanyak 23 kasus (14,02%), penyebab keempat BBLR sebanyak 17 kasus
(10,36010) dan yang terakhir penyebab lain-lain sebanyak 11 kasus (6,70%).
Sebelumnya di tahun 2018 pengetahuan ibu/keluarga juga menjadi penyebab
utama kejadian gizi buruk, yakni 38,73% atau sebanyal< 55 kasus. penyebab

kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2O1g dan 2019 dapat
dilihat pada gambar berikut.
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Grafik 2.18.
Penycbab Kasus Glzi Buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2Ol8_2O19

aIItr
Saklt

BBLR
Lain-lain

Sumber : Dinas Keselntan Kab. Situbofido To.fu.m 2O1g

Dari 156 kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo seluruhnya telah
ditangani sesuai dengan Tata Laksana Anak Gizi Buruk, yaitu melalui :

a. Pemberiar Makanan Tambahan (pMT),

b. Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi,
c. Perawatan di TFC (Theurapeutic Feedirlg Centet) sebagai tempat

perawatan dan pengobatan anak glzi. buruk secara intensif di ruangal
khusus dan ibu/keluarga ikut aktif terlibat.,

d. Kontrol kesehatan darl terapi serta edukasi di RpG (Rumah pemulihan

Gizi) dengai semboyan Situbondo Anti Stunting, yakni pembedan Fe

dan Asam Folat untuk mencegah anemia, Penguatar! ASI Ekslusif,
pemberdayaan KADAMI (Keluarga Sadar Gizi) dan penanggular.rgan KEp,

GAKY dan KVA;

e. Belajar pembuatan makanan yartg bergizi di TPG (Taman pemulihan Gizi)

bertqjuar mendekatkan pelayanan gizi untuk mencegah gizi buruk dan
intervensi BGM, 2T dan Gizi kurang dengan pemecahan masalah yang
sudah ada di masyarakat dar pemberdayaan masyarakat

f. Sarasehan kelompok pendukung ASI yang mendukung ibu untuk
percaya diri memberikan ASI dan menjaga kelangsungan menJrusui

dan menurunkan prevalensi balita pendek

2,2.8. Kesehatal pada PenduduL Usla Produktlf

Sesuai amanat PMK No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan disebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun

u
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(usia produkti{) wajib mendapatka' pelayanan kesehatan sesuai stardar.
Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (F.asyankes) dan/atau UKBM. Sedangkan
pelayanal skrining fal<tor risiko pada usia produktif adalah skrining yang
dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit
tidak menular.

Tindat lanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan ru.lukan jika
diperlukan dan memberikan pen5mluha, kesehatan. Wanita usia 3O_SO tahun
yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual yang
berisiko perlu dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA. pelayalan skrining
kesehatan usia 15-59 taiun dilakukan di puskesmas dan jaringannya serta pada
UKBM yang ada dalam bentuk pos pembinaan Terpaclu (posbindu pIM) serta
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah
daerah.

Capaian pelayanan kesehatarr pada usia produktif Kabupaten Situbondo
tahun 2019 mencapai 92,79Vo, dal. Iebih dari separuhnya berisiko atau
ditemukan memiliki fal<tor risiko pIM, yakni sebesar 54,29%o. cakupan
pelayanan kesehatan Uspro mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir,
baik yang skrining maupun yang sesuai standar seperti terlihat pada Grafrk
berikut.

ctafik 2.19.
Cakupan Skrtnlng Ust !o dan pelayanan Nesehatan Uspro Sesual Stardar

Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol7 - 2019
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Stmber: Dinas Kesehdlan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang
sangat signifikan pada capaian pelayalan kesehatan Uspro sesuai standar
selama 3 tahun terakhir, yakni dari 7,6o/a pada tahun 2017 riler.'jadi g2,go/o

pada tahun 2O19. Sebaliknya, pelayanan kesehatan uspro yang belum sesuai
standar menurun signifikan, yakni dari 2T ,8o/a pad.a tahun 20 17 menjadi 1,8%
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pada tahun 2019. Hat ini berrati bahwa penerapan SpM bidalg kesehatan
di Kabupaten Situbondo terus menunjukkan kemajuar setelah 3 tahun
diterapkan.

2.2.9. Kesehatan Usla Lanjut

Usia lanjut menurut WHO meliputi usia pertengahan (ruiddle age) yaitu
kelompok usia 45 tahun sampai 59 tahun, lanjut :us\a leld.erlA) yaitu usia 6O
sampai 74 tahun, la[jut usia tua (old) yaitu antara 75 tahun sampai gO tahun
dar usia sangat tua (uery oldl yaitu diatas 90 tahun. pelayanan kesehatan Usila
mempakan salah satu indikator SpM bidang kesehatan sesuai ajnanat
Permenkes No 4 Tahun 2019, yang menyebutkan setiap Warga Negara Indonesia
usia 60 tahun ke atas (lansia) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi Edukasi perilaku

Hidup Bersih dan Sehat dan skrining fattor risiko penyakit menular dan
penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang
dilaksanakan di Fasilitas Pelayanar Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau
kunjungan rumah. Sedangkan Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia
lanjut adalah skrining yang ditakukan minimal 1 kati dalam setahun untuk
penyakit menular dal penyakit tidak menulal, meliputi pengukuran tinggi
badan, berat badan dan lingkar perut; pengukuran tekanan darah; pemeriksaan

gula darah; Pemeriksaan gangguan mental; pemeriksaal gangguan kognitif;
Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; Anamnesa perilaku berisiko.

Jumlah usila di Kabupaten Situbondo tahun 2019 yang sudh akses dengan
pelayanan kesehatan sebalyak 91.941 orang. Namun, dari 91.941 lansia yang
akses dengan pelayanan kesehatan tersebut baru 72.437 jiwa yang sesuai
standar atau sebesar 79,97o.

cralik 2.20.
CakupaD Skriuing Usila dan pelayaaan Kesehatan Usila Sesuai

Staudar Kabupaten Sltubordo Tahun 2OU - 2Ot9

2019
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Berdasarkan gralik di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang sangat
signifikan pada capaian pelaya,an kesehatan lalsia sesuai standar selama 3
tahun terakhir, yakni dari 9,8% pada tahun 2017 menladr 79,9V. pada tahun
2019. Sebaliknya, pelayanan kesehatan lansia yang belum sesuai standa.r
menurlrn signifikan, yakni dari 67,9oh pada tahun 2017 menjadi 14,9olo pada
tahun 2019. Hal ini berarti bahwa penerapan SpM bidaag kesehatan di
Kabupaten Situbondo terus menunjukkan kemaiuan setelah 3 tahun
diterapkan.

2.2.1O. Penyakit Menular TB paru (TBC)

Penemuan kasus baru TBC tahun 2019 sebesar 1.249 kasus dengan
komposisi 660 pasien laki-lati (52,8%) darl 589 pasien perempuan (47,2o/o). Dan
1249 kasus baru tersebut 77 di antaranya adalah anak arrak (6,20/0). perkiraan

kasus baru TBC atau Ca^se Detection Rate (CDR) yang sudah ditetapkan tahun
2019 adalah sebesar 1.497. Dengan demikian prosentase pencapaian CDR TBC
Kabupaten Situbondo tahun 2019 adalah 83,4%. Sedangkan Angka Notifikasi
Kasus atau Case Notification R@le adalah angka yang menunjukkan jumlah
pasien ban-r yang ditemukan dan tercatat di antara IOO.OOO penduduk di suatu
wilayah tertentu dan menggambarkan kecenderungar penemuan kasus dari
tahun ke tahun. Angka Notifikasi Kasus TB paru all ca,se pada tahun 2019
adalah sebesar 182,9 kasus per IOO.OOO penduduk.

Prograr.o TBC menjadi salah satu pelayanan dasar dalam Standar
Pelayalan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan permenkes No 4. Tahun
2019, yakti Pelayalan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. Artinya, setiap
orang terduga TBC harus mendapatkan pelayalan kesehatan sesuai standar.
Pelayanar orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

Pemeriksaan klinis, Pemeriksaan penunjang dan Edukasi perilaku berisiko dan
pencegahan penularan.

Dari sisi kesembuhan penderita yang diobati, angka yang didapatkan
tahun 2019 addah 94,8o/o, sedangkan untuk angka keberhasilan (Success Rate)

penderita TB BTA positif kasus baru pada tahun 2019 setresar 93,47o. prosentase

penderita yang meninggal selama masa pengobatan tahun 2019, yait\ 4,2o/o ata\)

52 kematian. Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan pengobatan

Kabupaten Situbondo Tahun 2015 s.d 2019 disajikan pada gralik berikut.

0
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Grafik 2.21,
Trend Angka Kesembuhan dar Atrgka

Tuberculosls Kabupatea Situbondo

b.

Keberhasilan pengobatau
Tahun 2015- 2O19
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Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan angka kesembuhan Tuberqtlosis GBC), yaitu :

a.

mberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemberial suplemen vitamin
bagi penderita TB, berupa susu dan pemberian suplemen vitamin untuk
menaikkan berat badan sehingga penderita TB dapat mempunyai status
gizi yang baik.

untuk

Pe

Pe

Iacakan kasus TB mangkir oleh petugas TB puskesmas apabila terdapat
penderita TB yang tidak datang mengambil obat.

c. Pembentukan Forum Pagu).uban TB sebagai media berbagi informasi
tentang TB sehingga terbentuk keterikatan sosial dan psikologis di antara
sesama penderita TB.

2.2.11. Penyakit Menular Pneumonia

Pneumonia atau infeksi saluran pernafasan akut lebih difokuskan pada

balita karena Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian balita.
Program ini diutamakan pada upaya penemuan dini dan tata laksana kasus
yang cepat dan tepat terhadap penderita Pneumonia yang ditemukan. Jumlah
penderita Pneumonia balita yarlg ditangani di Kabupaten Situbondo pada tahun
2019 sebanyak 2.789 kasus.

Upaya peningkatal cakupan pnemonia khususnya bagi kecamatan yang
belum mencapai target melalui :

a. FGD dengan Camat dan l{epaia Desa

b. Penentuan target desa
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c. Refresh Tatalaksana pnemonia bagi petugas wilayah
d. Monitoring Terpadu terkait pelaksanaan MTBS (Manajemen Tata

Laksana Balita Sakit) dengan program KIA diharapkan akan mampu
meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan pneumonia Balita

2,2.12. Peltrya.kit Menular Hry / AIDS

AIDS lAcquired Immuno DeftciencA Sgnd.rome) merupakan kumpulan gejala
penyakit akibat menurlrnnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV
(Human ImmunodeficiencA Virus), Akibat dari penurlrnan daya tahan tersebut
penderita jadi mudah terserang berbagai macain penyakit infeksi (Infeksi
Oportunistik). Di kabupaten Situbondo, perempuan penderita HIV/AIDS lebih
tinggi dibandingkan laki laki. pada tahun 2019 tercatat 287 kasus baru HIV
dengan komposisi 127 kasus adalah laki-laki l44,3yo) dar- 160 kasus
perempuan {55,7%). Berdasarkan kelompok umur kasus HMidominasi oleh
umur seksual aktif usia 25-49 tatluq yakni sebanyak 2O2 kasus l7O,4yol.
Sedangkan kasus baru AJDS Kabupaten Situbondo Tahun 2019 adalah
sebanamyak 2O5 kasus dengan komposisi 1O5 kasus adalah lakiJaki (51,2%) dan
1OO kasus perempuan (48,8%). Berdasarkan kelompok umur kasus AIDS
didominasi usia 30-39 tahun, yakni sebanyak 77 kasus (37,6%).

Berdasarkan amanat Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidalg Kesehatan yang selanjutnya direvisi menjadi
Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis pemenuhal Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar pelayaaan Minimal Bidang Kesehatan
disebutkan balwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan
pemeriksaal HIV sesuai standar kepada setiap orang berisiko terinfeksi HIV,
yakni ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan
warga binaan lembaga pemasyarakatan, Hasil pemeriksaan HIV orang_orang
berisiko terinfeksi HIV tahun 2017 dan tahun 2019 disajikan pada Grafik
berikut.

Grafik 2.22.
Pelayatan Nesehatan Oralg Dengan Risiko Teiinveksl HMh. 2017_2O19
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Sumber : Dinas KeseLuttan Kabupateft Situbondo tahull 2019

Upaya pencegahal dan penanggulangan HIV/AIDS yang sudah
dilakukan adalah :

a. Peningkatan peran masyarakat dalam bentuk kegiatan Warga peduli AIDS
b. Pendampingan kelompok beresiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku
c. Pemenuhan Reagen HIV 1, 2 dan 3
d. Pengembangan Layanar Konseling dan Testing HIV termasuk IMS di

puskesmas bagi populasi Beresiko (ibu hamil dan pasien TBC) dan
Populasi Kunci (waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan
lembaga pemasyarakatan)

e. Layanan Pemeriksaan Sampel Darah Terpadu dan Terintegrasi
termasuk PMI dalr layanan swasta

L Kerjasama dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan ekonomi
kreatif berbasis rumah tangg6l dar kegiatan lain yarg menunjang
pemberantasan HIV/AIDS

g. Ke{asama dengal organisasi yang bekerja untuk isu-isu HIV
h. Pengembangan Layanan Konseling darr Testing HIV melalui mobile klinik
i. Revitalisasi Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Situbondo

2.2.13. Penyaktt lllenular Diare

di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISpA (lnfeksi
Saluran Pernapasai Akut). Sementara UNICEF (Badan perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan baiwa, setiap 30 detik ada satu
anak yang meninggal dunia karena Diare.

Jumlah penderita diare semua umur yang ditangani di sarana kesehatan

Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 15.267 kasus. Sedangkan jumlah
penderita Diare Balita yang ditangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo
tahun 2019 sebesar 6.284 kasus, atau sebesa-r 84,6 yo.

Tata laksana program Diare pada Balita yang berkualitas melalui Lintas
Diare (Lima Langkai Tuntaskan Diare) :

a, Pemberian Oralit untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi.
b. Pemberial sirup Zinc sesuai umur selama 10 hari berturut-turut

kepada balita. Zinc dapat mengurangi lama dan beratnya Diare, mencegah

berulangnya Diare selama 2-3 bulal dan mengembalikan nalsu mal<an

anak-



d.

e.

16

ASI dan makanan tetap diteruskan sesuai umur anak dengan menu

yang sama pada waktu anak sehat, untuk mencegah kehilangan berat

badan serta pengganti nutrisi yang hilang.

Antibiotik hanya diberikan pada diare berdarah, kolera dan diare

dengan masalah lain.

Segera kembali ke petugas kesehatan jika ada demam, tinja

berdarah, muntah berulang, makan atau rainum sedikit, sangat haus

diare makin sering atau belum membaik dalam 3 hari.

2.3. Aspek Politik dan Ekonomi

2.3.1. Politik
Sebagai ukuran keberhasilan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG

adalah tingkat keterlibatan perempuan dalam berperan aktif di kehidupan

ekonomi dan politik.

Disebutkan daiam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai

Politik, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2OO3 tentang Pemilihan Umum, dan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-

DPRD, yang menyebutkan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif

perempuan, yang merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan

demokrasi Indonesia.

Dalam tabel berikut di bawah dapat terlihat bahwa keterlibatan perempuan

di parlemen tahun 2019, Kabupaten Situbondo lebih unggul daripada kabupaten

sekitar, yaitu Jember, Banluwangi, Bondowoso, serta Jawa Timur maupun

nasional, dengan capaian 24,44.

Tabel 2.11.
Keterlibatan Perempuan dl Parlemen Kabupateu Situbondo,

Kabupaten Sekitar. Jawa Timur dan Nasional Tahun 2OL5-2OL9

INDONESiA 20 \2 11 12

0

BANYUWANGI

SITUBONDO

PROBOLINGGO

11.12 17 32

Sumber : Badan Pr.sal Sf.rti.stik /BPS) 2015-2O19
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Selanjutnva, apabila dilihat dari kesempatan perempuan menduduki posisi

tenaga profesional, Situbondo masih dibawah kabupaten sekitar, Jawa Timur dan

nasional, sebagaimana tabel di bawah, dengan nilai 43,37 persen pada tahun

2019. Namun jika dilihat dari tahun 2018 ke 2019, mengalami kenaikan cukup

signihkan sebesar 4,2 poin dengan nilai pertumbuhan 10,72 persen.

Tabel2.12,
Perempuan sebagai Tenaga Profesioual

Kabupater situbordo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

2.3.2. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung

jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan

perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi

menunjukkan trend yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam

bekerja ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau

kalena adanya motivasi lain.

ha1 ini dapat terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan yang setiap

tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2019 sebesar 27,62 persen,

naik sebesar 0,18 poin atau naik sebesar 0,66 persen dari tahun 2018. Namun

masih dibawah Jawa Timur dan nasional, meskipun setiap tahun mengalami

kenaikan sejak tahun 2015. Apabila dilihat dari kabupaten sekitar, Situbondo

masih di atas dari Kabupaten Probolinggo, namun masih dibawah Kabupaten

Jember, Banlruwangi dan Bondowoso.

U

Tahun 2O15-2O19

47.6A 41.36

BANYUWANGI 48,20

39.77 36.54SITUBONDO

PROBOLINGGO

INDONESIA
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Tabel 2.13.
Sumbangan Peldapatan Perempuan Kabupaten Situbondo,

Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahu! 2015-2019

2.3.2.1. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk ben-rmur

termasuk angkatan kerja, baik yang bekerja, atau

sementara tidak bekerja dan pengangguran.

15 tahun dan lebih, yang

punya pekerjaan namun

SITUEONDO

Sumber: Badan Ft sor S,aristik IBPS/ 2015 2014

Tebel 2.14.
Penduduk Usia Ke KabuDaten Situbondo Tahun 2Ol6-2O19

Gol
Umur

2OL6 2077 2018 2019

Ll( PR JUML LK PR JUML L( PR IUMT t|( PR JUML

15 19 21324 22751, 44019 21167 22556 43723 21001 22313 41374 20864 22173 43031

2A 24 74740 25259 s0039 24537 25090 49627 24375 24446 49247 24106 246A9 48795

25-29 26024 26421 s2447 25802 26208 52010 25577 26024 51505 25349 25840 51189

30 34 25513 24851 50364 25318 24647 50025 24473 49637 25048 24142 49234

35 39 26146 28259 54405 26068 28175 54243 25999 28099 54098 25922 27997 53913

44,44 25458 26229 52641 26492 26222 52714 26456 26159 s26L5 26473 26144 52517

45 49 24639 25606 54245 24993 25921 s0916 25335 26195 51530 25568 26399 5!967

50 54 22152 24023 46775 22497 24472 46903 22811 24402 41615 23114 25197 48365

55 59 20898 42157 27434 22750 43594 21938 22412 44754 2241r 23441

60+ 179q6 34933 17562 18676 36238 18183 19367 37550 2AO20 18776

IUMt 234871 742460 477731 235924 244069 4t9993 2X6847 245114 481q75 237611 246030 483641

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Sebagai tabel tersebut di atas, dapat teriihat bahwa penduduk usia keria

perempuan di Kabupaten Situbondo lebih tinggi daripada penduduk usia kerja

Iaki-laki, dengan rata-rata sebesar 50,85 persen mulai tahun 2016 sampai

dengan 2019. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kabupaten

Situbondo secara keseluruhan, di mana jumlah penduduk perempuan lebih

besar daripada laki laki.
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2.3.2,2, Ti!.gk9't Peagalgguratr Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran

terhadap jumlah angkatan keda. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaal'

b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha'

c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari peke{aan, karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

d. Mereka yang sudah punya pekedaan, tetapi belum molai bekerja'

Grafik 2,23.
Tingkat Penganggura! Terbuka (TPT) Kabupater Sltubondo, Daerah Sekitar,

.Iawa Tlmur dan Nasional Tahutl 2OIS'2OL9

6

5

4

3

2

1

0

7,49

*Situbondo +latim +Nasional

2015 2016 2017 2018 2019

--)a- Daerah Sekitar

Sumber : Badan Pusat Stalisrih |BPS./ ?ahuft 2019

Perkembangan TPT di lGbupaten Situbondo sejak tahun 2015

menunjukkan trend penurunan yang cukup signilikan sampai tahun 2019

sebesar 2,82, dal terendah nomor 8 (delapan) se-Jawa Timur. Dan apabila

dibandingkan rala-ralaf agregat capaian daerah sekitar dan provinsi serta

nasional, TPT Situbondo menduduki posisi terendah.

Apabila dilihat dari jumlah pencari keda menurut jenis kelamin pada

tahun 2019, tampak bahwa jenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-

laki, sebesar 51,33 persen. Sedangkan menurut Pendidikan Tertinggi yang

Ditamat-kan tahun 2019, untuk SD, SMP, Diploma, dan Universitas, pencari kerja

p€rempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 58,95 persen. Data tebih

lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.15.
JuElah Peucati Kerja menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang

Tahuo 2016-2019Ditamatkan Kabupaten Situbondo

sekolah Menengah

Diploma

Tabel 2.16.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang BeraEal dari

Kabupaten Situbondo menurut Kecamatan dan Jenis

2,3,2.3. Pengeluaran Per Kapita

Pcngeluaran rata rata Per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk

konsumsi semlra anggot.r rumah Langga selama sebulan baik yang berasal dari

pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya

anggota rumah tangga dalan rumah tangga tersebut. 
S

Sumber : Badatu Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Kelamin. Tahun 2Ol9

Sumber : Badan Pusat Statistik fBPS./ ?(1hun 2019

SumbermalanB

latibanteng

Banyuglugur

Besuki

Mlandingan

Bun8atan 16

Panarukan

Situbondo

Mangaran

Panji

Kapongan 1 21

Asembagus

Banyuputih

lumlah
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Sufllber : Badan h,tsat Stqtistik (BPS) tdhun 2019

Tabel2.17.
PeDgeluaral per Kapita yang dfuesual&aa merurut Jenls Kelamir

Kabupaten Sltubotldo, Xabupate! Sekltar, Jawa Tlr[ur da! I{asloaal

ciaflL 2.5.
te! Sltubordo Tahun 2O15-2OI9

Tahun 2Ol5-2O19

SurrLber: Badon Pusaf Sfatistik IBPS/ ?alwn 2015-2019

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin di

Kabupaten Situbondo, perempuan berada di bawah laki-laki dengan perbedaan

yang cukup signilikan, yaitu sebesar 7681 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun

2019, dar' sebesar 7487 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2018. Seperli

hatnya Situbondo, di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional juga momiliki

trend yang sama, dima.na pengeluaran per kapita perempuan berada di bawah

pengeluaran per kapita laki{aki.
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BAB III
ISU GENDER

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Situbondo masih

dibawah Jawa Timur dan nasional, meskipun tiap tahun mengalami kenaikan.

Apabila IPM dilihat dari jenis kelamin, akan tarnpak bahwa IPM perempuan

selalu berada di bawa IPM laki-laki. Pada tahun 2019, terdapat perbedaan

9.37 poin, tahun 2018 sebesar 9,61 dan tahun 2017 sebesar 9,44. Dari angka

rersebut dapat dilihat bahwa terdapat keseojangan I poin lebih, meskipun

pada tahun 2019 sudah rnulai menurun sebesar O,24 poin.

Sedangkal pada indikator Indeks Pembangunan Gender atau IPG,

menunjukkan kenaikan sebesar 0,42 poin pada tahun 2019 dibandingkan

tahun 2O18. Namun masih pada posisi di bawah Jawa Timur dan nasional,

meskipun lebih tinggi daripada Kabupaten Bany'uwangi, Jember dart

Probolinggo.

Untuk indikator Indeks Permberdayaan Gender atau IDG, Situbondo

mengalarni kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,27 poin. IDG Situbondo

berada di atas Kabupaten Jember, Bondowoso dan Probolinggo, namun masih

belum mendongkrak posisi Situbondo di bavrah Ban]'uwagi, Jawa Timut'dan

nasional.

3.1. Permasalahal Gender

3.1.1. Bidarg Petldldtkan

Isu Gender Bidang Pendidikan meliputi :

a. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah perempuan daripada

angka rata-rata lama sekolah laki'laki. Pada tahun 2019 algka rata-

rata lama sekolah perempuan sebesar 5,44 dan tahun 2018 sebesar

5,43. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah laki-laki tahun 2019

sebesar 6,93 dan tahun 2018 sebesar 6,92. Hal ini menandakan

bahwa jumlah tahun yang dipergunakan penduduk perempuan usia

sekolah untuk menjalani pendidikan formal adalah 5 tahun,

sedangkan untuk penduduk laki-lal<i usia sekolah adalah 6 tahun.

b. Masih melekat kuat budaya masyarakat untuk menikahkan anak-

anak pada usia muda. Pada tahun 2019 jumlah pernikahan usia dini

Iaki-laki sebalyak 113 orang atau 84,96 persen, dan pernikahan usia

dini perempuan sebanyak 20 orang atau 15 persen, dari total jumlah
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pernikahan usia dini. Apabila dibandingkan total jumlah pernikahan

di Kabupaten Situbondo, prosentase pernikahan usia dini tahun

2019 sebesar 2,31 persen, dan tahun 2018 sebesar 2,07 persen.

Dengan masih melekatnya budaya untuk menikahkan anak pada

usia muda, salah satunya membuat angka putus sekolah masih

cukup tinggi.

Tingginya angka putus sekolal pada tingkat pendidikan SD/MI dan

SMP/MTS. Tinggi angka putus sekolah atau APS di Kabupaten

Situbondo merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Kenaikan

APS SD/MI tahun 2019 dari tahun 2018 sebesar 183,33 persen,

sedangkan kemaikan APS SMP/MTS tahun 2019 dari tahun 2018

sebesar 49,23 persen. Hal ini menunjukkan anak yang berhenti

sekolah sebelum tamat SD/MI masih lebih tinggi, jika dibandingkan

dengan anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SMP/MTS.

Angka Partisipasi Murni perempuan SMP/MTS turun dari Angka

Partisipasi Murni perempuan SD/MI. Pada tahun 2019 APM

perempuan SMP/MTS sebesar 81,79 persen, sedangkan APM

Perempuan SD/MI sebesar 104,29 persen. Hal ini menandakan

bahwa keterlibatan perempuan di jenjang pendidikan SMP/MTS

mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan

dengan keterlibatErn perempuan di jenjang pendidikan SD/MI. salah

satu Ial<tor penyebabnya adalah pernikahan usia dini yang masih

cukup tinggi di Situbondo.

Bldang Kesehatan3.1.2.

lsu Gender Bidang Kesehatan meliputi :

a. Angka Kematian Ibu atau AKI mengalami kenaikan sejak tahun 2017

sampai dengan 2019. AKI tahun 2019 mengalarni kenaikan sebesar

39,73 persen dari tahun 2018, dan AKI Tahun 2018 mengalami

kenaikarr sebesar 27,52 persen dari t,.lj,:J.n 2077. Sementara

sebelumnya, AKI tahun 2017 justru mengalami penurunan yang

cukup signifikan dari tahun 2016 sebesar 41,43 persen.

Hal ini menunjukan masih banyaknya permasalahan yang harus

segera ditangani untuk penyelesaiannya. Beberapa permasalahan

yang dtumpai di lapangai terkait upaya penurunan AKI ada.lah :

1) Pelalsanaan Sistem rujukan yartg belum sepenuhya sesuai SOP

dari tingkat bawah/ wilayah sampai dengan Rumah sakit;
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2) Kurangnya sarana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang

menjadi rujukan persalinan ten-rtama pada kasus nyeri kepala

yarg tidak hilang dengan therapg (MRI darr CT Scan)|

3) Pelayanan Ante Natal Care atau ANC kurang optimal

dikarenakan belum semua petugas melal-'ukan analisa hasil

pemeriksaal sebagai bahan tindak lanjut pelayanan;

4) Belum semua bidan mengikuti Pelatihan Kegawat Daruratan

Maternal dan Neonata.l;

5) Keterbatasan tenaga Bidan di wilayah sehinpga

penanggungiawab wilayah adalah bidan magang yang s€ring

dilakukan rotasi;

6) Sebagian wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit

sehingga terjadi keterle-mbatan dalam penangaaEn kegawat

daruratan matemal perinatal;

Trend Angka Kematian Bayi atau AKB masih menunjukkan

peningkatan. Apabita dilihat dari perkembangan AKB, tahun 2019

mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 12,88 persen,

namun di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18 persen dari

tahun 2017. Sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan dari

tahun 2016 sebesar 36,18 persen. Capaiar ini menunjukkan bahwa

upaya untuk menumnkan AKB masih merupalan prioritas untuk

penyelesaiannya. Hambatan yang ditemui di lapangan adalah :

1) Keterbatasannya Sarana Prasarana dan SDM di Rumah Sakit

Rujukan (Oksigen central ruang Perinatologi, CPAP dan

Ventilator);

2) Belum adalya komitmen bersama dalarn penatalaksanaan Ibu

Harnil dengan kontraksi dini yang beresiko persalinan prematxr

antara Rumah Sakit dengan Puskesmas;

3) Perilaku dar budaya dari masyarakat sctempat yalg tidak

mendukung upaya penumnan AKB, misal pengambilan

keputusan yang terlambat dikarenakan permasalahan biaya

karena belum semua masyarakat memiliki kepesertaan JKN baik

mandiri maupun PBI;

4) Masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap orang

yang dituakan dalam perawatan bayi;

5) Banyaknya Kasus BBLR yang sebagian besar adalah persalinal

premature;
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6) Pengetahuan masyarakat tentang bayi resiko tinggi (terutama bayi

berat lahir rendah < 2500 grarn atau BBLR) masih rendah.

c. Kasus bayi dengal Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) cenderung

mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Selama empat

tahun terakhir kasus BBLR di Kabupaten Situbondo cenderung

mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni dari

7,8o/o (699 kasus) tahun 2016 menjadi 7,72o/o tah,un 2Ol7 1695

kasus), talrun 2O18 kembali menurun rneojadi 7,7OVo (706 kasus)

dan tahun 2019 rnenjadi 7,4o/o (672 kasus).

Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan di satu tahun teral<hir.

Kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan

ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada tahun 2018 (0,29%) menjadi

156 kasus (0,35%) pada tahun 2019.

Sebagian masyarakat masih enggan memeriksakan kehamilannya

pada usia muda. Ha1 ini terjadi karena adalya anggaparr masyarakat

bahwa ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di usia kehamilan

yang masih muda itu pamali dan mengakibatkan akan kehilangan

bayinya.

Penyakit menular seperti tuberculosis, pneumonia, diare, HIV/AIDS,

sebagian besar penderitalya adalair perempuan dan anak-anak. Dari

kasus baru tubercolosis, 6,2 persennya adalah anak-anak. Untuk

Pneumonia masih merupakan kasus utama kematian balita,

sedangkan diare adalah kasus nomor dua yang menyebabkal

kematian balita. Di Situbondo, 84,6 persen penderita diare adalah

balita. Sedangkan HIV/AIDS, perempuan penderita HIV/AIDS lebih

tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 55,7 persen.

e.

d.

f.

3.1.3. Bidang ELonoDl

Isu gender Bidang Ekonomi meliputi :

a. Informasi pasar ke{a belum sepenuhnya bisa diakses oleh

masyarakat, latar pendidikan yang rendah;

b. Sumber daya manusia pencari kerja masih rendah. Pencari kerja

dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD dan SMP,

perempuan masih lebih tinggi daripada pria, dengan persentase 4,O2

persen, atau 21 perempuan dar;, 522 perempuan pencari kerja.

Sedangkan lati-laki, harrya 2,O2 persen, atau 10 la-ki-laki dari 495

lakiJaki pencari kerja;
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c. Rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikro untuk

beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi;

d. Aspek manajemen dan permodalan serta aspek usaha yang

dijalankan oleh koperasi masih rendah;

e. Kompetensi Sumber Daya Manusia yartg masih terbatas dalarn

bidang kepariwisataal;

f. Masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata

dalam pengembangan wisata;

g. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kelompok tani masih

kurang dalam penerapan teknologi budidaya pertanian;

h. Minimnya akses permodalal dan sarana prasarana produksi bagi

Industri Kecil Menengah;

i. Kurangnya pengetahuan manajemen produksi dan usaha Industri

Kecil Menengah.

3.1.4. Bidang Publik

lsu gender di Bidang hrblik meliputi :

a. Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutil perempuan dan

lati-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi Berdasarkan

data da.i Badan Kepegawaian dan Pengembangal Sumber Daya

Malusia atau BKPSDM Kabupaten Situbondo per tahun 2019,

didapatkan data bahwa pejabat eselon II perempuan sebesar 8,3

persen, pejabat eselon lll perempuan sebesar 19,88 persen, pejabat

eselon IV perempuan sebesar 30,35 persen;

b. Keterwakilan perempuan di lembaga tegislatif belum mencapai 3O

persen. Prosentase keterwakilan perempuan tahun 2019 dan 2018

sebesar 24,44 persen, Meskipun belum mencapai 30 persen, namun

angka ini naik dari tahun 2017 yaits22,22 persen;

c. Fungsi dan peran po$a PUG Kabupaten masih belum optimal;

d. Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

3.1.5. Bidang Pemberdayaal PeretEPua! dalr Perlludulgan Anak

lsu gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

meliputi :

a. Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan;

b. Masih adarla marginalisasi terhadap disabilitas;

0



c.

d.

e.

f,

57

Minimnya pendidikan. Pengetahuan dan ketrampilan kaum
perempuan sehingga kurang memiliki daya saing di dunia kerja;

Kurangnya pemahaman tenang pemenuhan hak tumbuh kembang

dan perlindungan anak di masyaraka|

Belum semua pemangku kepentingan yang memal-rami

pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan;

Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2. Isu Gender

Dari berbagai macam permasalahan tersebut di atas, didapatkan isu
gender yang utama adalair Penurunan Kemiskinan. Isu penurunan

kemiskinan, ditarlgarli melalui program-program penanggulangan dan
pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Situbondo. Program ini
dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran

masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong

kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-

program pengentasal kemiskinan dilaksanakal melalui dua cara yaitu :

a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti

misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti

air bersih, jalan desa sebagainya;

b. meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin

dengal jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha

ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan

pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui

teknologi tepat guna.
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BAB IV
RENCANA AKSI DAERAII

PENGARUSIITAMAAN GTNDDR

4.1. PUc dalam Peratura! Perundarg-Utldanga! yatrg Berlaku di Daerah

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten

Situbondo, isu gender merupakan permasalahan utama yang

merupakan prioritas pemerintah kabupaten dalam penyelesaiannya. Hal

ini tergambar jelas pada :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Paljang Daerah (RPJP)

Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5 - 2025;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Situbondo "fa}jL:uIf 2016-2021 sebagaimala telal diubah

dengal Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun

201.9;

c. Peraturan BupatiSitubondoNomorl3Tahun 2016 Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Situbondc Nomor 30 Tahun 2019;

e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Taiun
2014l.

f. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20 19;

g. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2O19 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

2020;

h. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Pembahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Taiun 2016-2021;

i. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penlrusunal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020;
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Peraturan Bupati Situbondo Nomor

Pelaksalaan Pengarusutarnaan

Kabupaten Situbondo;

1 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

Gender dalam Pembangunan

4.2. PUG dalam Siklus Pembargunalr di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan
status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi
sosial, budaya dan strukiur masyarakat yang lebih luas. perbedaan

gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misainya
seseorang tidal mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab
tertentu karena perempuan/1aki-1aki, dan bukan karena kemampuan
yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, pemerintah melalui
Inpres Nomor g Tahun 2000, menerapkan strategi pUG untuk
meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
PUG merupakal strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalal.o
pembangunan yalg dimulai dari proses perencanaaJl, penganggaran,

pelaksanaan, serta pelnantauan dan evaluasi seluruh kebijat<an,
program dan kegiatan pembangunal. pUG ditujukan untuk
mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang lebih adil
dan merata.

Dalam pelaksanaan PUG mensyarattan dipenuhinya tujuh
prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data,

alat analisis dan partisipasi masyarakat.

tamaan Ge[der
Tabel 4.1.

Komitmen Adanya komitmen

lembaga, misalnya

dalam RPJMD dan

politik dan

komitmen

Renstra

kepemimpinan

yang tertuang

Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud

komitmen pemerintah yarg ditujukai bagi

perwujudan kesetaraan gender di berbagai

bidang pembangunan (kebijakan, strategi,
program, panduan, juklak/juknis dll).

Adanya struktur dan mekanisme pemerintah

yang mendukung pelaksanaan PUG seperti

Pokja PUG, focal point, forum dan tim.
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Adanya dorongan masyarakat madari kepada

pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Berdasarkan tujuh prasayarat pengarusutamaan gender tersebut di
atas, untuk kondisi di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai

berikut :

l. Komitmel
Komitmen Bupati Situbondo dalam melaksanakan Pengarusutamaan

PUG dilaksarakan dengan strategi meningkatkan peran, akses,

kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Langkah-langkah operasional yang dilal<ukan antara lain :

a. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG);

b. Penguatan kelembagaan PUG;

c. Penjrusunan dan pengembangan data terpilah melalui
pengembalgan teknologi informasi dal komunikasi; dal

d. Pengembangan statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintah Daerah yang terkait gender,

disabilitas, kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan

berikut :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018

tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Penanggulalgan Kemiskinan;

0

Sumber Dava Adanya sumber daya yang memadai, yaitu :

Sumber Daya Manusia yang memiliki

kepekaan, pengetaiuan, dan ketrarnpilan

analisis gender.

Sumber dana yang memadai untuk
pelaksanaan PUG dan ARG.

Data Terpilah Adanya sistem informasi dan data terpilah

menurut jenis kelamin.

Alat Analisis Ada alat analisis, untuk perencanaan,

penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.

Partisipasi

Masyarakat
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c. Peratxran Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kriteria
dan Tata Cara Pendataan penduduk Miskin;

d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun
Petunjuk Teknis Penjrusunan Perencanaan dan
Responsif cender (PPRG).

2015 tentang

Penganggaran

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses

perspektif, yang merupakan serangkaian proses yalg harus
dilakukan, yaitu :

a. Adanya KebiJakan Pembaugunan Kabupaten Sltubotdo yaag
Efektif,Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang

efektil yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat

dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasarar pembangunan yang

terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan

yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaat

pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dar-r

Ial<i-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia.

b. TerwuJudaya maayarakat Sltubondo yang Madaal, Mardiri,
serta Leblh Berimau, Sejahtera dan Berkeadilan. Kata

"berkeadilan" dalam rumusan Visi Situbondo tersebut

mengandung matna bahwa upaya untuk pencapaian

kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi

kesenjangan sosial, harus dilakukal secara menyelumh, dengan

dilandasi keberpihakan kepada masyara&at, kelompok dan

kelompok/wilayah yalg masih lemah, dengan komitmen yang

sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dal
pengangguran secara drastis, dan menyedial<an akses yang sama

bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial, sarana dan pras€rana

ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek

terhadap gender.

Salah satu wliud komitmen Situbondo untuk berkeadilan di

setiap sendi pembangunan, dengan ditetapkarnya

'Situbondosebagai Kabupate! Inklusif RaEah Dlsabllltas di
Ilrdonesia."Dicanangkan pada saat Hari Disabilitas lnternasional

Tahun 2018.Situbondo telah memiliki Road Map Situbondo

Kabupaten Inklusi 2018-2022. Adapun priflsip-pdnsip Kabupaten

Situbondo Inklusif ramah disabilitas adalah :
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1) Penghormatan terhadap rnarlabat, otonomi individu termasuk

kebebasan di dalam menentukan pilihan-kemaldirian

penyandang disabilitas;

Non Diskriminasi;

Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di masyarakat;

Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas dan

penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian

dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;

5) Persamaan kesempatan;

6) Aksesbilitas;

7) Kesetaraan antara pria dan wanita;

8) Penghormatan kepada kapasitas perkembangan anak dengan

disabilitas/ABK, serta penghormatan terhadap hak-hak anak

dengan disabilitas untuk menjaga indentitas mereka.

c. Terselerggaranya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

prograE pembarguran yarg partisipatif. Kata "partisipatif'

dalam rumusan tersebut menggambarkan metode yang digunakan

dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program

pembangunan. Metode partisipatif merupakan metode pelibatan

masyarakat secara proporsional, yang menumbuhkan keterlibatan

seluruh elemen masyarakatsehingga mempresentasikan

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama sebagai

warga negara terlepas dari perbedaar apapun.

KebiJakatl

Kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Situbondo, tergambar

dengan jelas dari Rencala Pembangunan Jangka Panjang, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka

Pendek.Hal itu Nampak jelas dari penjelasan sebelumnya pada angka

4. l.tersebut di atas.

Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Situbondo ditandai dengan adanya :

a. Tim Driver Kabupaten, yang merupakal Tim Penggerak

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;

b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender Kabupaten Situbondo;

2)

3)

4)

2-

3.
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c. Rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikr.o untuk
beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi;

d. Aspek manajemen dan permodalan serta aspek usaha yang

dijalankan oleh koperasi masih rendah;

e. Kompetensi Sumber Daya Malusia yang masih terbatas dalam
bidarlg kepariwisaraaJl;

f. Masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata

dalain pengembangan wisata;

g. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kelompok tani masih

kurang dalam penerapar teknologi budidaya pertanian;

h. Minimnya akses permodalan dan sarana prasarana produksi bagi

Industri Kecil Menengah;

i. Kurangnya pengetaluan manajemen produksi dan usaha Industri
Kecil Menengah.

3.1.4. Bidang Publtk

Isu gender di Bidang Publik meliputi :

a, Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan

lakilaki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan

data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia atau BKPSDM Kabupaten Situbondo per tahun 2019,

didapatkan data bahwa pejabat eselon II perempuan sebesar 8,3

persen, pejabat eselon III perempuan sebesar 19,88 persen, pejabat

eselon IV perempuan sebesar 30,35 persen;

b. Keterwakilal perempu.m di lembaga legislatif belum mencapai 30

persen. Prosentase keterwal<ilan perempuan tahun 2019 dan 2018

sebesar' 24,44 persen, Meskipun belum mencapai 30 persen, namun

angka ini naik dari tahun 2017 yaitu 22, 22 perser.',

c. Fungsi dan peran pokja PUG Kabupaten masih belum optimal;

d. Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

3.1.5. Bidang Pemberdayaaa Perempuan dal Perliadungan Anak

Isu gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

meliputi :

a. Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan;

b. Masih adanya marginalisasi terhadap disabilitas;

0



d.

c_

f.

57

Minimnya pendidikan. Peng€tahuan dan ketrampilan kaum
perempuan sehingga kurang memiliki daya saing di dunia kerja;
Kurangnya pemahaman tenang pemenuhan hat tumbuh kembang
dan perlindungan anak di masvarakat;

Belum semua pemangku kepentingan yang memahami
pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan;

Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan arlak.

3.2. Isu Gender

Dari berbagai macam permasalahan tersebut di atas, didapatkan isu
gender yang utama adalah Penurunan Kemiskinan- Isu penurunan

kemiskinan, ditangani melalui program-program penanggulangan dan

pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Situbondo. Prograin ini
dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran

masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong

kesadaral kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program

program pengentasal kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara yaitu :

a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperLi

misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti

air bersih, jalan desa sebagainya;

b. meningkatkan pendapatar Rumai Tangga Miskin dan hampir miskin

dengan jalan antara lain pelatihar ekonomi produktif, usaha

ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan

pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui

teknologi tepat guna.

0
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BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH

PENGARUSI'TAMAAN GENDER

4.1. PUG dalaE Peratura! perundaag-Uudangan yaag Berlaku dl Daerah

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerai di Kabupaten
Situbondo, isu gender merupakan permasalahan utama yang
merupakan prioritas pemerintah kabupaten dalam penyelesaiannya. Hal
ini tergambar jelas pada :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Rencana pembangunan Jangka paqjang Daerah (RpJp)
Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5 - 2O2S;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahuj] 2016'2027 sebagaimara tetah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun
2019;

c. Peraturan BupatisitubondoNomor 1 3Tahun 2016 Tentang Rencana
Xerja Pembargunar Daerah 1'allun 2O17;

d. Feraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Taiun 2016 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016_2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Taiun 2019;

e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2Oj,Z Tentang
Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
20|ai

f. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 201g Tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019;

g. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja pemer.intah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2020;

h. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentane
Perubahan Atas peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016
tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2016_2021;

i. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3g Tahun 2019 tentang pedoman

Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020;
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Peraturan Bupati Situbondo Nomor

Pelaksanaan Pengarusutamaan

Kabupaten Situbondo;

11 Tahun 2020 tentang Pedoman

Gender dalam Pembangunan

4,2. PUG dalam Slklus Pembangunan di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan
status antara perempuan dan laki laki yang dipengaruhi oleh relasi
sosial, budaya dan struktur masyarakat yang lebih 1uas. perbedaan

gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya
seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab
tertentu karena perempuan/laki-1aki, dan bukan karena kemampual
yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, pemerintai melalui
Inpres Nomor 9 Tahun 2OOO, menerapkan strategi pUG untuk
meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
PUG merupakal strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam
pembangunal yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, serta pernantauan dan evaluasi selurrrh kebijakan,
program dan kegiatal pembangunan. pUG ditujukal untuk
mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang lebih adil
dan merata.

Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh
prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data,
alat alalisis da:r partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1.

Komitmen Adanya komitmen politik dan kepemimpinan

lembaga, misalnya komitmen yang tertuang
dalam RPJMD dan Renstra

Kebijakan Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud
komitmen pemerintah yang ditujukan bagi

perwujuda! kesetaraan gender di berbagai

bidang pembangunan (kebijakan, strategi,

program, panduan, juklak/juknis dll).

Kelembagaan Adanya struktur dan mekanisme pemerintalr

yang mendukung pelaksanaal PUG seperti

Pokja PUG, focal point, lorum dan tim.
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Sumber Dava Adanya sumber daya yang memadai, yaitu :

Sumber Daya Manusia yang memiliki
kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan
analisis gender.

Sumber dana yang memadai untuk
pelaksanaan PUG dan ARG.

Adanya sistem informasi dan data terpilah
menurut jenis kelamin.

Alat Analisis Ada alat analisis, untuk perencana.rn,

penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
Partisipasi

Masyarakat

Adanya dorongan masyarakat madani kepada
pemerintah dalam pelaksanaan pUG,

Berdasarkan tujuh prasayarat pengarusutamaan gender tersebut di
atas, untuk kondisi di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai
berikut i

1. Kotrittren
Komitmen Bupati Situbondo dalam melaksanakan pengarusutamaan

PUG dilal<sanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses,
kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
Langkah-langkal operasional yang dilakukan antara lain :

a. Penerapan Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender
(PPRG);

b. Penguatan kelembagaan pUG;

c. Pen,.usunan dan pengembangan data terpilah melalui
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan

d. Pengembangar statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintal.r Daerah yalg terkait gender,
disabilitas, kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan
berikut :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2O1g

tentang Pelindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas;
b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Penanggulalgan Kemiskinan;

0
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Peratrran Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kriteria

dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Penlusunan Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG).

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses

perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus

dilalukar, yaitu :

a. Adanya Keb{aka! PeEbangunaa Kabupaten Situbondo yaug

Efektf.Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang

efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat

dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang

terarah dan fokus, dengal alat ukur keberhasilan pembangunan

yang jelas dan terukur. Sedangkan sasararl pemanfaat

pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan

laki-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia.

b. Terwujudrya masyarakat Situbondo yang Madani, Matrdiri,
serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadlla!. Kata

"berkeadilan" dalam rumusan Visi Situbondo tersebut

mengandung makna bahwa upaya untuk pencapaian

kesejahteraan masyarakat Situbondo darl mengurangi

kesenjangan sosial, harus dilakukan secara menyeluruh, dengarr

dilandasi keberpihal<an kepada masyarakat, kelompok dan

kelompok/wilayah yang masih lemah, dengal komitmen yang

sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran secara drastis, da-rr menyediakan akses yang sama

bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial, sarana dal prasarana

ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek

terhadap gender.

Salah satu w"rjud komitmen Situbondo untuk berkeadilan di
setiap sendi pembangunan, dengan ditetapkannya

"Slttrbondosebagai Kabupate! Inklusif RaEah Dtsabllitas dl
Indonesia."Dicanangkan pada saat Had Disabilitas lnternasional

Tahun 20l8.Situbondo telah memiliki Road Map Situbondo

Kabupaten Inklusi 20 18-2022. Adapun prinsip-prinsip Kabupaten

Situbondo Inklusif ramah disabilitas adalah :
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1) Penghormatan terhadap mattabat, otonomi individu termasuk
kebebasan di dalam menentukan pilihan-kemandirian
penyandang disabilitas;

2) Non Diskriminasi;

3) Partisipasi dan inklusi penuh dai efektif di masyarakat;

4) Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas dan

penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian

dari keberagaman malusia dan kemanusiaan;

5) Persamaan kesempatan;

6) Aksesbilitas;

7) Kesetaraan antara pria dan wanita;

8) Penghormatan kepada kapasitas perkembangal anak dengan

disabilitas/ABK, serta penghormatan terhadap hak-hak anak
dengan disabilitas untuk menjaga indentitas mereka,

c. Terselenggaranya pengendalian dan peugawasan pelaksanaan
program pembanguDan yang partisipatif. Kata .,parLisipatif

dalam rumusan tersebut menggambarkan metode yang digunakan
dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaal program

pembangunal. Metode pa-rtisipatif merupakan metode pelibatan

masyarakat secara proporsional, yarrg menumbuhkan keterlibatan
seluruh elemen masyarakatsehingga mempresentasikan

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama sebagai

warga negara terlepas dari perbedaan apapun.

Kebtjakan

Kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Situbondo, tergambar
dengan jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka

Pendek.Hal itu Nampak jelas dari penjelasal sebelumnya pada angka

4. l.tersebut di atas.

Kelembagaatl

Kelembagaan PUG di Kabupaten Situbondo ditandai dengan adanya :

a. Tim Driver Kabupaten, yang merupakan Tim penggerak

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;
b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender Kabupaten Situbondo;

3.
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c. Focal Point PUG, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;

d, Fasilitator PUG, yang merupakal seseorang yang memiliki

kemampuan untuk memfasilitasi, atau membantu percepatan

pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo.

4. Ctampio!
Kabupaten Situbondo memiliki Gender Champion, yang merupakan

penghargaan yang diberikan kepada seseoralg baik itu pribadi atau

pejabat, altifis LSM atau tokoh rnasyarakat yang peduli.Ini terkait
dengan perkembangan dan kemajuan Pengarusutamaan Gender

(PUG). Selain itu juga mendorong atau memberikan kontribusi untuk
pencapaian kesetaraan gender di daerah.

Gender Champion di Kabupaten Situbondo adala! Hj. Umi Kulsum,

SH, dan diberikan piagam penghargaan dari Bupati Situbondo.

5. Data Terptlah

Sebagai upaya percepatan pembangunan responsif gender,

memberikar pelayanal terbaik kepada masyarakat dan

mengoptimalkan kineda aparatur Pemerintah Daerah, Kabupaten

Situbondo membangun sistem teknologi informasi dal komunikasi

yang terpilai sesuai kebutuhan perangkat daerah, dengal berbagai

macam aplikasi yaitu :

a. Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif(DTD-

AKP)l

b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

c. Sistem Informasi Pengendaliar Sampah(SiPesah);

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPlD)Kabupaten

Situbondo;

e. Ekonomi Kebersamaan(Kobessa);

i UTD PMI;

g. Kuesioner BAPPEDA;

h. SDTIK (Sumber Daya TIK)r

i. DILAN (Dashboard lnformasi dan Laporan ASN);

j. Dinas Kesehatan;

b
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Pengaturan sistem iekonologl informasi dan komunikasi Situbondo

adalah sebuah konsep pengembangan da-n pengelolaan daerah dengan

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
menghubungkan, memonitor dan mengenda-lika.n berbagai sumber daya

yalg ada di dalam daerah dengan lebih efektif darr efisien untuk
mema-hsimalkan pelayaran kepada masyaratat serta mendukung

pembalgunan yang berkelaljutan, yang selanjutnya disebut Sltzbondo

S,,tqrt Soclet!, dan ditetapkan dengan Peraturai Bupati Situbondo

Nomor 14 Tahun 2Ol7 ter.laljrg Pedoman Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Situbondo Sma?-t

SocietA.

Alat Analisig

Alat analisis gender yang digunakan oleh Kabupaten Situbondo

adalah Gender Analisis Pathway (GAP), sejak tahun 2013. Kegiatan

yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam cBS untuk

dialokasikan anggarannya dan dilampirkan dalam R(A Perangkat

Daerah. Dengan demikial analisis gender telah direspon dengal

sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Kegiatan vang telah merespon isu gender harus dimonitoring dan

dievaluasi pelalsalaalnya, apakah telah sesuai sebagaimana tujuan

yalg diharapkan untuk mengurangi kesenjalgan gender, karena

anggaran responsif gender bekerja dengan menelaah dampak yang

terjadi, apakah anggaran yang telah dialokasikan memberikan

dampak sebagaimana yang diharapkan.

Partisipasi Masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan

pelaksanaan pengarusutamaan gender, salah satunya dapat berupa

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan

melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan dan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyediaan media

komunikasi, informasi dal edukasi tentang pencegahaan kekerasan

terhadap perempuan dan anak di keluarga, masyarakat, lembaga

pendidikan dan ruang-ruang publik, dan melaporkan kepada pihak

berwenalg jika terjadi pelanggaran hak-hak perempuan dan

7-
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anak.Selain itu, ikut serta aktif dalam tahapan proses perencanaan

pembargunal di kabupaten.

4.3. Perguatan KeleEbagaa! PUG dl Daerah

1. Tim Driver Kabupatetr

Dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor :

188/277 lPlOO4.2l2019 Tim Penggerak (Driver) Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo, Adapun susunan

tim driver ini melibatkan unsur Badan Perencanaar Pembangunan

Daerah, unsur Sekretariat Daerah, unsur Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungal Anak, Inspektorat, Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Adapun tugas tim penggerak atau tim driver adalah :

a. Meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan dan

Pengangga-ran Responsif Gender atau PPRG dalam

Pen).usunan RKA-SKPD;

b. Melakukan peningkatan kapastias Sumber Daya Manusia

bidang perencanaan di setiap OPD dalam pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender serta PPRG di OPD;

c. Meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan

Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis OPD,

RKPD dan Rencana Kerja OPD;

d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksalaan Pengarusutamaan

Gender serta PPRG di OPD;

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada OPD dalam

pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui

PPRG:

f. Meneliti dokumen PPRG sebagai lampiran di dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran atau DPA:

g. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh OPD

mengenai Pengarusutamaan Gender dan PPRG;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

Situbordo melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Ka bupa ten Situbondo.

0
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2. Pokja PlrG

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor

785 I 283 I P / OO4.2 / 20 19 ter,t"lng Kelompok Kerja Pengarusutarnaan

Gender Kabupaten Situbondo.

Adapun tugas tim pokja PUG adalah :

a. Mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutarnaan gender

pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan

gender pada masing-masing Organsasi Perangkat Daerah

(oPD);

c. Menlrusun program kerja setiap tahun;

d. Mendorong terwujudnya arggaran yalg berprespektif gender;

e- Menlrusun reocana kerja kelompok kerja pengarusutamaan

gender setiap tahun;

f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

g. Memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit

kerja yang membidangi pendataan untuk men,'usun profil

gender Kabupaten Situbondo;

h. Melakukal pemantauan pelalsanaan pangarusutamaan

gender pada masing-masing OPD;

i. Menetapkan tim teknis untuk melakukal analisis terhadap

anggaran daerah;

j. Menlusun Reflcana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;

k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal

Point di masing-masing OPD;

1. Melaporkal dan mempertanggungtawabkan hasil

pelaksalaal tugasnya kepada Bupati.

3. Focal Poi! PUG

Di setiap Perangkat Daerah, telah dibentuk dan ditetapkan Focal

Point PUG, yang masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Perangkat Daerah.

Adapun tugas Focal Poin PUG adalah ;

a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit ke4al

b, Memfasilitasi pen)rusullan rencana kerja dan pengalggaran

yang responsive gender;

$
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Melaksalakan advokasi pengarusutamaan gender kepada

seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit keda;

Mendorong pelaksanaal analisis gender terhadap kebijakal,

program, dan kegiatan pada unit kerja;

Memfasilitas pen]'usunan data gender pada unit kerja;

Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada

kepala OPD.

4. Fasilitator PUG

Adanya fasilitator PUG Kabupaten yang telah mengikuti "Training of

Fasititator PUG IPPRG Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur'.

4,4. PenguataE Pera! serta Masyarakat

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat ini tergambar jelas pada

sLl\lERGf (siatbondo Inklusi Terlnteg7.(lsil yar'g merupakan wadah

integrasi program pembangunan pemerintah daerah, yang meliputi

Pemerintah Kabupaten/eksekutif, legislatif, Kecamatan,

Desa/kelurahan, dunia usaha, perbankan, NGO.

4.5. Matriks Rencana Aksi

Berdasarkar isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun

rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir,Rencana aksi daeral

ini merupakan bagian dari Rencana Pembalgunan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten dar1 OPD, yang masuk dalarn RPJMD dan

Renstra PD. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu

gender dan penyebabnya, Rencana aksi dikelompokkar berdasarkan

identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang

lebih terinci.Untuk memantau dal mengevaluasi apakah rencana aksi

yaig dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun

indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi.

d.

t.

0
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencar:ra Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten

Situbondo Tar':J'q 2o2o-2o21 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit

organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pihak-

pihak yang terlibat dalam melal<sanal<an PUG.

Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini

diharapkan percepatan pelaksanaal pembalgunal responsil gender di

Kabupaten Situbondo dapat terwujud, dan hasil-hasil pembangunan dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian, dengan

menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka,

tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, serta semakin terbuka dan mudahnya

akses pendidikan dan kesehatan.

Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis, dapat direview darl

dikembalgkal sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di

Kabupaten Situbondo. Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Daerah ini
pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo dapat berkontribusi lebih besar

dalam mengurangi kesenjalgan gender di Indonesia.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

0
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten

Situbondo Tahun 2020-2021 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit

organisasi di tingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pihat-

pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG.

Dengal adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini

diharapkan percepatan pelaksanaan pembangunan responsif gender di

Kabupaten Situbondo dapat terwujud, dan hasil-hasil pembangunan dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian, dengan

menumnnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka,

tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, serta semakin terbuka da]I mudahnya

akses pendidikan dan kesehatan.

Rencarla Aksi Daerah ini bersilat dinarnis, dapat direview dan

dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di

Kabupaten Situbondo. Diharapkan deogan adanya Rencana Aksi Daerah ini

pelaksanaal PUG di Kabupaten Situbondo dapat berkontribusi lebih besar

dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia.

U

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO


